MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

NOMOR 25 TAHUN 2001

TENTANG

TATA NASKAH DINAS LINGKUNGAN DEPARTEMEN 

DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH,

Menimbang
: a. bahwa dalam rangka tata tertib administrasi dan penyeragaman sistem administrasi perkantoran sesuai denga perkembangan pemerintahan dan pembangunan dipandang perlu mengatur Tata Naskah Dinas.

b. bahwa untuk mengatur hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 176);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 1971, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1636);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;

5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rencangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

6. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas KEPPRES Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Departemen, sebagaimana telah diubah dengan KEPPRES Nomor 172 Tahun 2000.

7. Keputusna Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1986 tentang Tatacara Penyampaian dan Penandatanganan Naskah Dinas Departemen Dalam Negeri;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
: KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH.

BAB I 

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Tata Naskah Dinas adalah kumpulan ketentuan yang bersifat normatif, mengatur sifat dan tata laku serta menjadi pedoman dalam komunikasi kedinasan tertulis;

2. Naskah Dinas adalah komunikasi kedinasan dalam bentuk tertulis yang dirumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dihimpun dalam bentuk surat;

3. Stempel Jabatan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah yang selanjutnya disebutkan Stempel Jabatan adalah alat kelengkapan untuk sahnya suatu naskah dinas yang telah ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;

4. Stempel Instansi adalah alat/cap yang digunakan untuk mensahkan suatu Naskah Dinas yang telah ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

5. Sampul Naskah Dinas adalah sampul/alat pembungkus Naskah Dinas yang mempunyai Kop Sampul Naskah Dinas.

6. Kop Sampul Naskah Dinas adalah bagian teratas dari Sampul Naskah Dinas.

7. Komponen di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah adalah satuan organisasi yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal dan Kepala Badan.

BAB II

NASKAH DINAS

Pasal 2
Naskah Dinas di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, dirumuskan dalam susunan dan bentuk produk-produk hukum dan bentuk surat.

Pasal 3

Naskah Dinas Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di tandatangani oleh Pejabat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah yang diberi wewenang untuk itu.

Pasal 4

(1) Naskah Dinas ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dalam susunan dan bentuk surat yang materinya memuat pengaturan kebijaksanaan pelaksanaan dari peraturan perundangan yang lebih tingi.

(2) Naskah Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditujukan kepada Pejabat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah baik Pusat maupun Daerah dan ditujukan kepada Presiden, Wakil Presiden,  Pimpinan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, Menteri Anggota Kabinet, Pimpinan  Lembaga Pemerintah Non Departemen , Organisasi Kemasyarakatan dan pihak-pihak yang dianggap perlu.

(3) Apabila Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah berhalangan, penandatanganan naskah dinas dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah ad intern.

Pasal 5

Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal dan Kepala Badan menandatangani naskah dinas dalam susunan dan bentuk produk hukum yang bersifat penetapan atas nama Menteri Dalam Negeri dan otonomi Daerah.

Pasal 6

(1) Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal dan Kepala Badan menandatangani naskah dinas dalam susunan dan bentuk surat yang materinya merupakan penjelasan atas petunjuk pelaksanaan dari suatu kebijaksanaan Departemen Dalam Negeri dan otonomi Daerah yagn telah diatur dan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah sepanjang materinya yang menyangkut tugas dan tanggung jawab komponen yang bersangkutan.

(2) Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) dan Kepala Badan menandatangani naskah dinas dalam susunan dan bentuk surat sebagaimana ayat (1) Pasal ini yang ditujukan untu lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Pusat dan Daerah maupun yang ditujukan kepada Instansi lain atas nama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Pasal 7

Sekretaris Jenderal berdasarkan wewenang jabatannya menandatangani naskah dinas dalam susunan dan bentuk surat dalam rangka pengaturan teknis administrasi dan koordinasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan otonomi  Daerah.

Pasal 8

Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal dan Kepala Badan menandatangani naskah dinas Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dalam susunan dan bentuk surat yagn materinya memuat petunjuk pelaksanaan teknis masing-masing komponen yang ditujukan kepada pejabat instern komponen, komponen lain, Pemerintah Daerah, Instansi lain dan pihak-pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 9

(1) Kepala Biro, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktur, Sekretaris Badan dan Kepala Pusat atas nama pimpinan komponen menandatangani naskah dinas dalam susunan dan bentuk surat yagn materinya merupakan data atau informasi sebagai pelaksana teknis operasional dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

(2) Kepala Biro, Sekretaris Inspektorat, Inspektur, Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktur, Sekretaris Badan dan Kepala Pusat berdasarkan wewenang jabatannya menandatangani naskah dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini yang ditujukan kepada Pejabat yang setingkat atau yang lebih rendah di lingkungan Departemen Dalam negeri dan Otonomi Daerah.

(3) Kepala Biro dan Sekretaris komponen menandatangani naskah dinas yang ditujukan kepada Pejabat yang setingkat atau lebih rendah di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah dan Instansi lain atas nama pimpinan langsung atau atas wewenang Jabatannya.

Pasal 10

Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal dan Kepala Badan berhalangan, para Kepala Biro dan Sekretaris Komponen berdasarkan pemberian mandat dapat menandatangani naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 di atas nama pimpinan langsung dari Pejabat yang bersangkutan.

Pasal 11

(1) Kepala Bagian, kepala Sub Direktorat dan Kepala Bidang atas nama pimpinan langsung pejabat yang bersangkutan dapat menadatangani naskah dinas yang materinya merupakan informasi yang ditujukan kepada pejabat dalam komponen yang bersangkutan.

(2) Kepala Bagian, Kepala Sub Direktorat dan Kepala Bidang berdasarkan wewenang jabatannya menandatangani naskah dinas yang materinya meneruskan informasi yagn ditujukan kepada pejabat di lingkungan intern komponen.

Pasal 12

Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan kepala Sub Bidang atas nama pimpinan langsung dapat menandatangani naskah dinas yang materinya berhubungan dengan pengelolaan data dalam rangka meneruskan informasi yang ditujukan kepada pejabat setingkat di lingkungan komponen yang bersangkutan.

BAB III

STEMPEL JABATAN DAN STEMPEL INSTANSI

Pasal 13

(1) Stempel Jabatan  dan stempel Instansi berbentuk lingkaran.

(2) Stempel Jabatan dan Stempel Instansi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :

a. garis lingkaran luar;

b. garis lingkaran tengah;

c. garis lingkaran dalam;

d. isi stempel.

Pasal 14

Ukuran stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah :

a. Ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel instansi adalah 4 cm;

b. Ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan stempel instansi adalah 3,8 cm;

c. Ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan stempel instansi adalah 2,7 cm;

d. Jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 1 cm;

Pasal 15

(1) Stempel Jabatan berisi :

a. Tulisan “MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH REPUBLIK INDONESIA”

b. Lambang negara yagn berada didalam “lingkaran dalam”.

(2) Stempel Instansi berisi :

a. tulisan “DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH REPUBLIK INDONESIA “ yang dibatasi dengan segi lima.

b. Lambang negara yang berada didalam “lingkaran dalam”.

Pasal 16

(1) Stempel Jabatan dipergunakan bagi naskah dinas yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

(2) Stempel instansi dipergunakan bagi naskah dinas yang ditanda tangani oleh Pejabat-pejabat di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Pasal 17

(1) Stempel Jabatan dan Stempel Instansi menggunakan tinta berwarna ungu.

(2) Stempel Jabatan dan Stempel Instansi dibubuhkan pada bagian kiri dari tanda tangan Pejabat.

Pasal 18

(1) Berdasarkan wewenang jabatannya, Kepala Bagian Tata Usaha Departemen pada Biro Umum Sekretariat Jenderal menguasai dan bertanggungjawab atas penggunaan Stempel Jabatan dan Stempel Instansi di lingkungan Sekretaris Jenderal.

(2) Berdasarkan wewenang jabatannya, Kepala Bagian Umum Sekretariat Inspektorat Jenderal , diserahi penugasan dan tanggung jawab atas penggunaan Stempel instansi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

(3) Berdasarkan wewenang jabatannya, Kepala Bagian Tata Usaha membidangi, diserahi penugasan dan tanggungjawab atas penggunaan v instansi di lingkungan Inspektorat jenderal.

(4) Berdasarkan wewenang jabatannya, Kepala Bagian Tata usaha Sekretariat Direktorat Jenderal, diserahi penugasan dan tanggungjawab atas penggunaan Stempel Instansi di lingkungan Direktorat Jenderal masing-masing.

(5) Berdasarkan wewenang jabatannya, Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat Badan, diserahi penugasan dan tanggung jawab atas penggunaan Stempel Instansi di lingkungan Badan masing-masing.

BAB IV

KOP NASKAH DINAS

Pasal 19

(1) Kop Naskah Dinas Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah menggunakan Lambang Negara berwarna kuning emas bertuliskan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia dan ditempatkan dibagian tengah atas.

(2) Kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini digunakan untuk naskah dinas yang ditanda tangani oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Pasal 20

(1) Kop Naskah Dinas yang menggunakan lambang negara berwarna hitam bertuliskan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia, ditempatkan di bagian tengah atas digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani Sekretariat Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Institut Ilmu Pemerintahan dan Kepala Badan.

(2) Kop Naskah Dinas yang ditandatangani oleh pejabat lain tanpa lambang negara bertuliskan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia, nama komponen dan alamat ditempatkan di bagian tengah atas.

BAB V

SAMPUL NASKAH DINAS

Pasal 21

Sampul Naskah Dinas Instansi Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah berbentuk empat persegi panjang dan berwarna coklat muda jenis kertas Cassng.

Pasal 22

Kop Sampul Naskah Dinas bertuliskan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia dan nama komponen serta alamat Komponen, Alamat, Nomor Telepon, Nomor Faximile dan Kode Pos Komponen yang bersangkutan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

(1) Susunan dan bentuk serta kewenangan penandatanganan naskah dinas Departemen Dalam negeri dan Otonomi Daerah sebagaimana tertera dalam lampiran I Keputusan ini.

(2) Bentuk, ukuran dan isi Stempel jabatan dan Stempel instansi sebagaimana tertera dalam Lampiran II Keputusan ini.

(3) Bentuk, ukuran dan isi kop naskah dinas Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah sebagaimana tertera dalam Lampiran III Keputusan ini.

(4) Ukuran sampul naskah dinas Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah sebagaimana tertera dalam Lampiran IV Keputusan ini .

Pasal 24

Kewenangan Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal dan Kepala Badan untuk menandatangani naskah dinas dalam susunan dan bentuk produk-produk hukum yang bersifat penetapan atas nama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, terlebih dahulu harus dikoordinasikan dengan Sekretaris Jenderal dengan penomoran melalui Biro Umum cq. Bagian Tata Usaha Departemen.

Pasal 25

Ketentuan yagn mengatur naskah dinas karena sifat kekhususannya tidak diatur dalam Keputusan ini.

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1992 tentang Naskah Dinas Departemen Dalam Negeri dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Juli 2001

MENTERI DALAM NEGERI,

DAN OTONOMI DAERAH

ttd

SURJADI SOEDIRDJA

LAMPIRAN I
: KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

DAN OTONOMI DAERAH

NOMOR
: 25 TAHUN 2001

TANGGAL
: 20 JULI 2001


SUSUNAN DAN BENTUK SERTA KEWENANGAN

PENANDATANGANAN NASKAH DINAS

I. SUSUNAN DAN BENTUK

A. Naskah Dinas yang dirumuskan dalam susunan dan bentuk produk-produk hukum terdiri dari :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;

2. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;

3. Instruksi Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

B. Naskah Dinas yang dirumuskan dalam susunan dan bentuk surat terdiri dari:

1. Surat Edaran;

2. Surat biasa;

3. Surat Keterangan;

4. Surat Perintah;

5. Surat Izin;

6. Surat Perjanjian;

7. Surat Kuasa;

8. Surat Undangan;

9. Surat Panggilan;

10. Nota Dinas;

11. Pengumuman;

12. Telegram;

13. Laporan;

14. Surat Pengantar;

15. Lembar Disposisi;

16. Berita Acara Serah Terima;

17. Telaahan Staf;

18. Rekomendasi;

19. Daftar Hadir;

20. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL);

21. Piagam;

22. Memo.

C. Komponen di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah terdiri dari:

1. Sekretariat Jenderal;

2. Inspektorat Jenderal;

3. Direktorat Jenderal Bina Kesatuan Bangsa;

4. Direktorat Jenderal Umum Pemerintahan;

5. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;

6. Direktorat Jenderal Bina Pemberdayaan Masyarakat;

7. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah;

8. Badan Penelitian dan Pengembangan;

9. Badan Pendidikan dan latihan;

10. Institut Ilmu Pemerintahan (ITP).

D. Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah terdiri dari :

1. Sekretaris Jenderal;

2. Inspektorat Jenderal;

3. Direktur Jenderal Bina Kesatuan Bangsa;

4. Direktur Jenderal Umum Pemerintahan;

5. Direktur Jenderal Otonomi Daerah;

6. Direktur Jenderal Bina Pemberdayaan Masyarakat;

7. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah;

8. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan;

9. Kepala badan Pendidikan dan Latihan;

10. Rektor Institut Ilmu Pemerintahan;

11. Staf Ahli Menteri.

E. Pejabat Eselon II di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah terdiri dari :

1. Kepala Biro

2. Sekretaris Komponen

3. Inspektur

4. Direktur

5. Kepala Pusat

6. STPDN.

F. Pejabat Eselon III di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah terdiri dari :

1. Kepala Bagian

2. Kepala Sub Direktorat

3. Kepala Bidang

G. Pejabat Eselon IV di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah terdiri dari :

1. Kepala Sub Bagian

2. Kepala Seksi

3. Kepala Sub Bidang

II. KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS

A. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah menandatangani:

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah

2. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah

3. Instruksi Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah

4. Ijazah 

5. Surat Edaran

6. Surat biasa

7. Surat Perjanjian

8. Surat Kuasa

9. Pengumuman

10. Surat Perintah

11. Laporan yang ditujukan kepada Presiden dan Wakil Presiden

12. Telegram

13. Surat Izin

14. Undangan.

B. Pejabat Eselon I

1) Pejabat Eselon I atas nama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah menandatangani:

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah yang bersifat penetapan

2. Surat Edaran

3. Surat Biasa

4. Surat Perintah

5. Surat Perjanjian

6. Surat Kuasa

7. Surat Izin

8. Surat Undangan

9. Surat panggilan

10. Nota Dinas

11. Telegram

12. Laporan

13. Surat Pengantar

14. Lembar Disposisi

15. Berita Acara Serah Terima

16. Rekomendasi

17. Daftar Hadir

18. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)

19. Piagam.

2) Pejabat Eselon I atas wewenang Jabatannya menandatangani :

1. Surat Edaran 

2. Surat Biasa

3. Surat Keterangan

4. Surat Perintah

5. Surat Perjanjian

6. Surat Kuasa

7. Surat Izin

8. Surat Undangan

9. Surat panggilan

10. Nota Dinas

11. Pengumuman

12. Telegram

13. Laporan

14. Surat Pengantar

15. Lembar Disposisi

16. Berita Acara Serah Terima

17. Telaahan Staf

18. Rekomendasi

19. Daftar Hadir

20. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)

21. Piagam.

C. Pejabat Eselon II

1) Pejabat Eselon II atas nama jabatan Eselon I menandatangani:

1. Surat Edaran

2. Surat Biasa

3. Surat Kuasa

4. Surat Izin

5. Surat Undangan

6. Surat Panggilan

7. Nota Dinas

8. Pengumuman 

9. Telegram

10. Laporan

11. Surat Pengantar

12. Lembar Disposisi

13. Berita Acara Serah Terima

14. Rekomendasi

15. Daftar Hadir

16. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)

2) Pejabat Eselon II atas wewenang Jabatannya menandatangani :

1. Surat Edaran 

2. Surat Keterangan

3. Surat Perintah

4. Surat Kuasa

5. Surat Izin

6. Surat Undangan

7. Surat panggilan

8. Nota Dinas

9. Pengumuman

10. Laporan 

11. Surat Pengantar

12. Lembar Disposisi

13. Berita Acara Serah Terima

14. Telaahan Staf

D. Pejabat Eselon III

1) Pejabat Eselon III atas nama jabatan Eselon II menandatangani:

1. Surat Perintah

2. Surat Undangan

3. Nota Dinas

4. Pengumuman

5. Laporan

6. Surat Pengantar

7. Lembar Disposisi

8. Berita Acara Serah Terima

9. Daftar Hadir

2) Pejabat Eselon III atas wewenang Jabatannya menandatangani :

1. Surat Keterangan

2. Surat Perintah

3. Nota Dinas

4. Pengumuman

5. Laporan

6. Surat Pengantar

7. Lembar Disposisi

8. Berita Acara Serah Terima

9. Telaahan Staf

10. Notulen Rapat

11. Daftar Hadir

E. Pejabat Eselon IV

1) Pejabat Eselon IV atas nama jabatan Eselon III menandatangani hal-hal yang bersifat intern:

1. Nota Dinas

2. Laporan

3. Surat Pengantar

4. Berita Acara Serah Terima

5. Daftar Hadir

6. Telaahan Staf

2) Pejabat Eselon IV atas wewenang Jabatannya menandatangani :

1. Nota Dinas

2. Laporan

3. Surat Pengantar

4. Berita Acara Serah Terima

5. Daftar Hadir

III. PEMBUBUHAN PARAF

a. Pembubuhan Paraf Secara Hierarkhis.

1) Naskah Dinas sebelum ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang harus diparaf terlebih dahulu oleh maksimal tiga orang pejabat.

2) Naskah Dinas yang konsepnya dibaut oleh Sekretaris Jenderal untuk ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah diparaf oleh Sekretaris jenderal dan dibubuhkan dibelakang nama jabatan penandatangan.

3) Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan menandatangani naskah dinas tersebut tidak memerlukan paraf secara hierarkhis.

4) Paraf Pejabat dibubuhkan pada lembar terakhir Naskah Dinas tersebut, kecuali untuk Surat Perintah Perjalanan Dinas, paraf dibubuhkan pada lembar pertama.

5) Letak pembubuhan paraf pejabat tersebut pada butir a di atas ditentukan oleh komponen dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

b. Pembubuhan Paraf Koordinasi

1) Naskah Dinas yang materinya menyangkut kepentingan unit lain, maka Pejabat yang berwenang dari unit lain tersebut perlu ikut serta membubuhkan paraf koordinasi pada Naskah Dinas.

2) Bentuk dan model paraf Koordinasi di lingkungan Departemen Dalam negeri dan Otonomi Daerah, adalah sebagai berikut:

BENTUK PARAF KOORDINASI UNTUK ESELON I

PARAF KOORDINASI

SEKJEN


IRJEN


DIRJEN KESBANG


DIRJEN UMPEN


DIRJEN OTDA


DIRJEN BANGDA


DIRJEN BPM


KABAN LITBANG


KABAN DIKLAT


SEKUM KPU


REKTOR IIP


STAF AHLI WLI. ....


BENTUK PARAF KOORDINASI UNTUK ESELON II

PARAF KOORDINASI

KARO RENC.


KARO KEPEG.


KARO ORGSI.


KARO UMUM


KARO KEU.


KARPUSDATIN


KAPUSKUM


KAPUSPENMAS


PARAF KOORDINASI

Sekretaris Irjen/Dirjen/Badan


Direktur/Inspektur  ..........


Direktur/Inspektur  ..........


Direktur/Inspektur  ..........


Kapus ..........


Kapus ..........


Kapus ..........





IV. PENGGUNAAN an, DAN ub.

1. Di lingkungan Komponen Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Dalam hal Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah memberikan mandat penandatanganan kepada pejabat bawahannya, maka penggunaan an. Dan ub. Yaitu sebagai berikut:

a. an. (atas nama) dipergunakan jika yang berwenang menandatangani telah mendapat mandat dari pejabat atasannya kepada pejabat setingkat dibawahnya, pertanggungjawaban materi surat tersebut tetap berada ditangan yang memberikan mandat. Pejabat yang menandatangani dapat diminta pertanggungjawabannya tentang isi surat dimaksud oleh yang memberi mandat.

b. ub . (untuk beliau) dipergunakan jika pejabat yang mendapat mandat kewenangan memberikan kewenangan lagi kepada bawahannya.

2. Di lingkungan Komponen Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah

Dalam hal pimpinan komponen memberikan mandat penandatanganan kepada pejabat bawahannya, maka penggunaan an. dan ub. Adalah sesuai dengan ketentuan butir 1 huruf a dan b tersebut diatas.

V. CONTOH PENANDATANGANAN DAN PENGGUNAAN an. (atas nama) DAN ub. (untuk beliau).

1. Penandanganan Naskah Dinas.

a. Oleh MENDAGRI DAN OTDA:

MENTERI DALAM NEGERI

DAN OTONOMI DAERAH,

NAMA JELAS

2. Penggunaan “an.

an. MENTERI DALAM NEGERI

DAN OTONOMI DAERAH

NAMA JABATAN ESELON I

NAMA JELAS

Pangkat 

NIP.

3. Penggunaan “ub.

an. MENTERI DALAM NEGERI

DAN OTONOMI DAERAH

NAMA JABATAN ESELON I

ub.

NAMA JABATAN ESELON II

NAMA JELAS

Pangkat 

NIP.

VI. PERUBAHAN, PENCABUTAN, PEMBATAN DAN RALAT.

1. PENGERTIAN

a. yang dimaksud dengan perubahan adalah merubah, menyempurnakan, dan menyisipkan sebagian dari suatu naskah dinas.

b. Yang dimaksud dengan pencabutan adalah suatu pernyataan tidak berlaku lagi suatu Naskah Dinas terhitung mulai saat ditetapkan dalam pencabutan tersebut.

c. Yang dimaksud dengan pembatalan adalah suatu pernyataan yang dinyatakan bahwa suatu Naskah Dinas harus dianggap tidak pernah dikeluarkan.

d. Dalam hal ini harus dibedakan dengan pengertian ralat yaitu merubah kekeliruan kecil, misalnya salah ketik.

2. TATA CARA MERUBAH, MENCABUT ATAU MEMBATALKAN NASKAH DINAS.

a. Naskah Dinas yang bersifat mengatur apabila diubah, dicabut atau dibatalkan harus dengan Naskah Dinas yang sama jenisnya atau setingkat lebih tinggi, misalnya Keputusan harus dengan Keputusan.

b. Pejabat yang berhak menentukan perubahan, pencabutan dan pembatalan adalah pejabat yang menadatangani Naskah Dinas atau dapat oleh pejabat setingkat lebih rendah.

VII. POKOK-POKOK PENGETIKAN NASKAH DINAS

1. Ketentuan Umum

Pengetikan Naskah Dinas dilakukan dengan memperhatikan penggunaan Formulir, ruang tepi, alinea, penomoran, pemberian nomor halaman dan kata penyambung.

2. Pengetikan Naskah Dinas.

Pengetikan Naskah Dinas terutama yang disusun dalambentuk surat agar diketik di atas Formulir ukuran folio. Bidang luas kertas yang dipergunakan untuk pengetikan Naskah Dinas harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. ruang tepi sebelah atas 3 kait dibawah garis Kop Naskah Dinas;

b. ruang tepi sebelah bawah 5 kait dari tepi kertas sebelah bawah;

c. ruang tepi sebelah kiri 7 sampai 20 ketuk dari tepi kertas sebelah kiri;

d. ruang tepi sebelah kanan 7 dari tepi kertas sebelah kanan.

VIII. NASKAH DINAS YANG DIRUMUSKAN DALAM SUSUNAN DAN BENTUK PRODUK-PRODUK HUKUM.

A. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

1. Pengertian.

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah adalah Naskah Dinas yang mengatur pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, luas ruang lingkupnya dan untuk mewujudkan kebijaksanaan baru.

2. Kriterianya adalah 

a. isinya bersifat mengatur dan atau penetapan.

b. Bentuk dan sistematika isinya sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

c. Sebagai pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

d. Mempunyai nama judul setelah kata “Menetapkan”.

e. Dalam konsideren Keputusan yang ebrsifat mengatur hanya tulisan “Menimbang” dan “Mengingat” serta tidak memakai tembusan.

f. Dalam konsideren Keputusan yang bersifat penetapan dapat ditambah tulisan “Membaca’ dan atau “Memperhatikan” setelah kata “Mengingat” serta dapat memakai tembusan.

3. Susunannya adalah :

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah terdiri atas:

a. Kepala Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

b. Pembukaan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

c. Isi Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

d. Bagian Akhir Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Ad. a. Kepala Keputusan Menteri Dalam Negeri  dan Otonomi Daerah terdiri atas :

a. Judul Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

b. Nomor dan tahun.

c. Nama Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Ad. b. Pembukaan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah terdiri atas :

1) Tulisan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

2) Konsiderens “Menimbang” dan “Mengingat”.

3) “Memutuskan”

4) menetapkan : Judul Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Ad. c. Isi Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah terdiri atas:

1) BAB-BAB, Bagian-bagian dan Paragraf-paragraf;

2) Pasal-pasal;

3) Ayat-ayat.

Ad. d. Isi Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah terdiri atas:

1) Nama tempat ditetapkan.

2) Tanggal, bulan, dan tahun

3) Nama jabatan

4) Tanda tangan pejabat

5) Nama terang 

6) Stempel jabatan.

4. Penandatanganan

a. Keputusan Menteri ditandatangani Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah

b. Otentifikasi Keputusan Menteri yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dilakukan oleh Pusat kajian Hukum Sekretariat Jenderal.

c. Keputusan Menteri yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dibuat diatas d ukuran folio dengan lambang Garuda bertuliskan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia berwarna kuning emas.

5. Model

Model Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah sebagaimana tertera pada halaman berikut.

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

NOMOR ........ TAHUN .......

TENTANG

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

Menimbang
: a. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;

b. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

Mengingat
: 1. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;

2. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
: MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

BAB

MMMMMMMMMMMMMMMMMM

Pasal

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

Pasal 2

(1) Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;

(2) Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;

BAB

MMMMMMMMMMMMMM

Bagian Pertama

Mmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmm

Pasal

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

a. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;

b. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;

BAB

MMMMMMMMMMMMMMM

Pasal

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmm

Ditetapkan di ........

Pada tanggal .......

MENTERI DALAM NEGERI

DAN OTONOMI DAERAH,

NAMA JELAS

Bentuk/Model NASKAH DIANS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH yang bersifat Penetapan

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

NOMOR ........ TAHUN .......

TENTANG

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

Menimbang
: a. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;

b. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

Mengingat
: 1. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;

2. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
: MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

PERTAMA
: MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

KEDUA
: MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

KETIGA
: MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Ditetapkan di ..........

Pada tanggal .........

a.n. MENTERI DALAM NEGERI

DAN OTONOMI DAERAH,

Nama Jabatan Eselon I

NAMA JELAS

Pangkat

NIP

B. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

1. Pengertian.

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah adalah Naskah Dinas yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan Menteri lain untuk mengatur sesuatu yang menyangkut kepentingan bersama.

2. Kriterianya adalah 

a. Isinya bersifat mengatur pelaksanaan teknis.

b. Masa berlakunya lama.

c. Mempunyai nama judul setelah kata “Menetapkan”.

d. Menggunakan nomor angka bulat.

e. Dirumuskan dalam pasal-pasal.

f. Ditandatangani bersama Menteri yang melakukan kerjasama.

g. Tidak memakai tembusan

h. Bentuk dan sistematika isisnya sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

3. Susunannya adalah :

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah terdiri atas:

a. Kepala Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

b. Pembukaan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

c. Isi Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

d. Bagian Akhir Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Ad. a. Kepala Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri  dan Otonomi Daerah terdiri atas :

1. Judul Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

2. Nomor dan tahun.

3. Nama Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Ad. b. Pembukaan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah terdiri atas :

1) Tulisan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

2) Konsiderens “Menimbang” dan “Mengingat”.

3) “Memutuskan”

4) menetapkan : Judul Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Ad. c. Isi Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah terdiri atas:

1) BAB-BAB, Bagian-bagian dan Paragraf-paragraf;

2) Pasal-pasal;

3) Ayat-ayat.

Ad. d. Isi Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah terdiri atas:

1) Nama tempat ditetapkan.

2) Tanggal, bulan, dan tahun

3) Nama jabatan

4) Tanda tangan pejabat

5) Nama terang 

6) Stempel jabatan.

4. Penandatanganan

a. Keputusan Bersama Menteri ditandatangani oleh masing-masing Menteri yang melakukan kerja sama.

b. Otentifikasi Keputusan Menteri yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dilakukan oleh Sekretaris Jenderal.

c. Keputusan Bersama Menteri yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dibuat diatas d ukuran folio dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Menteri yang memprakarsai.

5. Model

Model Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah sebagaimana tertera pada halaman berikut.

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

DAN MENTERI .........

NOMOR .......... TAHUN ...............

NOMOR ............. TAHUN ............

TENTANG

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

Menimbang
: a. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;

b. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

Mengingat
: 1. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;

2. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
: MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

BAB

MMMMMMMMMMMMMMMMMM

Pasal

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

Pasal 2

(1) Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;

(2) Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;

BAB

MMMMMMMMMMMMMM

Bagian Pertama

Mmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmm

Pasal

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

a. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;

b. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;

BAB

MMMMMMMMMMMMMMM

Pasal

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmm

Ditetapkan di ........

Pada tanggal .......

MENTERI DALAM NEGERI

DAN OTONOMI DAERAH,

NAMA JELAS

MENTERI .................

NAMA JELAS

C. INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH.

1. Pengertian.

Instruksi Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah adalah Naskah Dinas yang berisi cara pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya dan memuat beberapa unsusr teknis cara pelaksanaan secara rinci.

2. Kriterianya adalah 

a. Isinya bersifat petunjuk teknis cara pelaksanaan sesuatu produk perundangan yang ditetapkan.

b. Menggunakan nomor angka bulat.

c. Didalam konsideren, tidak dipakai kata “membaca” tetapi hanya kata “menimbang” dan selanjutnya bila dianggap perlu setelah kata “mengingat” dapat dipakai kata “memperhatikan”.

d. Diktum berisi:

1) Instruksi kepada Pejabat yang diserahkan tanggungjawab pelaksanaan.

2) Dengan sistematika terdiri atas huruf latin PERTAMA, KEDUA, KETIGA dan seterusnya berisikan muatan materi yang harus dilaksanakan.

e. Setelah penutup dapat menggunakan tembusan.

f. Apabila materi Instruksi banyak, dapat memakai lampiran yang ditandatangani oleh Pejabat yang sama.

3. Susunannya adalah :

Instruksi Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah terdiri atas:

a. Kepala Instruksi Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

b. Pembukaan Instruksi Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

c. Isi Instruksi Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

d. Bagian Akhir Instruksi Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Ad. a. Kepala Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri  dan Otonomi Daerah terdiri atas :

1. Judul Instruksi Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

2. Nomor dan tahun.

3. Nama Instruksi Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Ad. b. Pembukaan Instruksi Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah terdiri atas :

1) Tulisan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

2) Konsiderens “Menimbang” dan “Mengingat”.

3) “Memutuskan”

4) menetapkan : Judul Instruksi Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Ad. c. Isi Instruksi Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah terdiri atas:

1) Kepada;

2) Untuk ;

3) PERTAMA;

4) KEDUA; dst

Ad. d. Bagian akhir Instruksi Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah terdiri atas:

1) Nama tempat ditetapkan.

2) Tanggal, bulan, dan tahun

3) Nama jabatan

4) Tanda tangan pejabat

5) Nama terang 

6) Stempel jabatan.

7) Tembusan.

4. Penandatanganan

Instruksi Menteri ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

5. Model

Model Instruksi Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah sebagaimana tertera pada halaman berikut.

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

NOMOR .......... TAHUN ...............

TENTANG

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

Menimbang
: a. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;

b. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

Mengingat
: 1. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;

2. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

MENGINSTRUKSIKAN:

Menetapkan
: 1.  Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

2. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Untuk 

:

PERTAMA
: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

KEDUA
: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

KETIGA
: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

KEEMPAT
: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

KELIMA
: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Ditetapkan di ........

Pada tanggal .......

MENTERI DALAM NEGERI

DAN OTONOMI DAERAH,

NAMA JELAS

D. SURAT EDARAN .

1. Pengertian.

Surat Edaran  adalah Naskah Dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan atau petunjuk cara melaksanakan sesuatu ketentuan yang telah ada dan ditujukan kepada Pejabat tertentu.

2. Susunannya

a. Surat Edaran  terdiri atas :

1. Kepala Surat Edaran.

2. Isi Surat Edaran.

3. Bagian akhir Surat Edaran.

b. Kepala Surat Edaran  terdiri atas :

1) Nama Tempat ditetapkan.

2) Tanggal, bulan, dan Tahun .

3) Nomor .

4) Sifat.

5) Lapiran.

6) Perihal.

7) Pejabat/alamat yang dituju.

8) Tulisan “Surat Edaran” ditempatkan ditengah-tengah lembar isi Naskah.

c. Isi Surat Edaran dituangkan/dirumuskan dalam bentuk Uraian. 

d. Bagian akhir Surat Edaran terdiri atas:

1) Nama jabatan.

2) Tanda tangan pejabat.

3) Nama jelas.

4) Stempel Jabatan/Instansi.

5) Tembusan.

3. Penandatanganan dan Penggunaan Kop Naskah Dinas

a. Surat Edaran yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

b. Surat Edaran yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon I atas nama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

4. Bentuk/Model NASKAH DINAS SURAT EDARAN 

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

Mmmmm, ................. 2000

Nomor

:





Kepada

Sifat

:




Yth. 
Mmmmmmmmmmmmmmm

Lampiran
: 





mmmmmmmmmmmmmmm

Perihal

: Mmmmmmmmmmmmm


di-



  Mmmmmmmmmmmmm


    MMMMMMMM

SURAT EDARAN 

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

MENTERI DALAM NEGERI

DAN OTONOMI DAERAH,

NAMA JELAS

Tembusan :

1. Mmmmmmmmmmmmmmm

2. Mmmmmmmmmmmmmmm 

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

Mmmmm, ................. 2000

Nomor

:





Kepada

Sifat

:




Yth. 
Mmmmmmmmmmmmmmm

Lampiran
: 





mmmmmmmmmmmmmmm

Perihal

: Mmmmmmmmmmmmm


di-



  Mmmmmmmmmmmmm


    MMMMMMMM

SURAT EDARAN 

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

An. MENTERI DALAM NEGERI

DAN OTONOMI DAERAH,

NAMA JELAS

PANGKAT

NIP

Tembusan :

1. Mmmmmmmmmmmmmmm

2. Mmmmmmmmmmmmmmm 

E. SURAT BIASA .

1. Pengertian.

Surat Biasa  adalah alat penyampaian berita secara tertulis yang berisi pemberitahuan, pertanyaan, permintaan jawaban atau usul dan saran atas sesuatu masalah kepada berbagai lembaga atau perorangan.

2. Susunannya

a. Surat Biasa terdiri atas :

1) Kepala Surat Biasa.

2) Isi Surat Biasa.

3) Bagian akhir Surat Biasa.

b. Kepala Surat Biasa terdiri atas :

1) Nama Tempat ditetapkan.

2) Tanggal, bulan, dan Tahun .

3) “Kepada” Pejabat/alamat yang dituju

4) Nomor urut.

5) Sifat surat.

6) Lapiran surat.

7) Perihal surat.

e. Isi Surat Biasa dituangkan/dirumuskan dalam bentuk Uraian. 

f. Bagian akhir Surat Biasa terdiri atas:

1) Nama jabatan.

2) Tanda tangan pejabat.

3) Nama jelas.

4) Stempel Jabatan/Instansi.

5) Tembusan.

3. Penandatanganan 

Surat Biasa yang ditandatangani oleh:

a. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

b. Pejabat Eselon I atas nama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

c. Pejabat Eselon I atas wewenang jabatannya.

d. Pejabat Eselon II atas nama Jabatan Eselon I

e. Pejabat Eselon II atas wewenang jabatannya.

4. Model 

Model surat biasa yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, pejabat Eselon I dan pejabat Eselon II tertera pada halaman berikut ini.

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

Mmmmm, ................. 2000

Nomor

:





Kepada

Sifat

:




Yth. 
Mmmmmmmmmmmmmmm

Lampiran
: 





mmmmmmmmmmmmmmm

Perihal

: Mmmmmmmmmmmmm


di-



  Mmmmmmmmmmmmm


    MMMMMMMM

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

MENTERI DALAM NEGERI

DAN OTONOMI DAERAH,

NAMA JELAS

Tembusan :

1. Mmmmmmmmmmmmmmm

2. Mmmmmmmmmmmmmmm 

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

Mmmmm, ................. 2000

Nomor

:





Kepada

Sifat

:




Yth. 
Mmmmmmmmmmmmmmm

Lampiran
: 





mmmmmmmmmmmmmmm

Perihal

: Mmmmmmmmmmmmm


di-



  Mmmmmmmmmmmmm


    MMMMMMMM

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

An. MENTERI DALAM NEGERI

DAN OTONOMI DAERAH,

NAMA JELAS

PANGKAT

NIP

Tembusan :

1. Mmmmmmmmmmmmmmm

2. Mmmmmmmmmmmmmmm 

F. SURAT KETERANGAN .

1. Pengertian.

Surat Keterangan adalah Naskah Dinas yang berisi pernyataan tertulis dari pejabat sebagai tanda bukti kebenaran sesuatu hal.

2. Susunan

a. Surat Keterangan terdiri atas :

1) Kepala Surat Keterangan.

2) Isi Surat Keterangan.

3) Bagian akhir Surat Keterangan.

b. Kepala Surat Keterangan erdiri atas :

1) Tulisan “Surat Keterangan” ditempatkan dibagian tengah lembar Naskah.

2) Nomor dan Tahun atau dapat menggunakan nomor panjang menurut kebutuhan.

c. Isi Surat Biasa dituangkan/dirumuskan dalam bentuk Uraian. 

1) Nama dan Jabatan yang menerangkan.

2) NIP, Pangkat/Golongan, umur, kebangsaan, Agama, Pekerjaan, Alamat dan identitas yang diperlukan dari pihak yang diterangkan.

3) Maksud Keterangan.

d. Bagian akhir Surat Biasa terdiri atas:

1) Nama Tempat.

2) Tanggal, Bulan dan Tahun 

3) Nama jabatan berikut pangkat dan NIP.

4) Tanda tangan pejabat.

5) Nama jelas.

6) Stempel Jabatan/Instansi.

3. Penandatanganan 

Surat Keterangan yang ditandatangani oleh:

a. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

b. Pejabat Eselon I atas nama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

c. Pejabat Eselon I atas wewenang jabatannya.

d. Pejabat Eselon II atas nama Jabatan Eselon I

e. Pejabat Eselon II atas wewenang jabatannya.

4. Model 

Model surat Keterangan yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, pejabat Eselon I dan pejabat Eselon III tertera pada halaman berikut ini.

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

SURAT KETERANGAN

NOMOR ....../ ....../.......2000

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :

a. Nama


: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

b. Jabatan


: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

dengan ini menerangkan bahwa :

a. Nama/NIP

: Mmmmmmmmmmmmmmm/MMMMM

b. Pangkat/Golongan
: Mmmmmmmmmmmmmmm/MMMMM

c. Umur


: Mmmmmmmmmm tahun

d. Kebangsaan

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

e. Agama


: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

f. Pekerjaan

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

g. Alamat


: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Bermaksud

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 





  Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

2. Sehubungan dengan maksud yang bersangkutan, diminta agar ........ dapat memberikan bantuan serta fasilitas seperlunya.

3. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mmmmmmmmmm, ........2000

MENTERI DALAM NEGERI

DAN OTONOMI DAERAH,

NAMA JELAS

Tembusan :

1. Mmmmmmmmm

2. Mmmmmmmmm 

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

SURAT KETERANGAN

NOMOR ....../ ....../.......2000

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :

a. Nama


: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

b. Jabatan


: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

dengan ini menerangkan bahwa :

a. Nama/NIP

: Mmmmmmmmmmmmmmm/MMMMM

b. Pangkat/Golongan
: Mmmmmmmmmmmmmmm/MMMMM

c. Umur


: Mmmmmmmmmm tahun

d. Kebangsaan

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

e. Agama


: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

f. Pekerjaan

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

g. Alamat


: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Bermaksud

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 





  Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

2. Sehubungan dengan maksud yang bersangkutan, diminta agar ........ dapat memberikan bantuan serta fasilitas seperlunya.

3. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mmmmmmmmmm, ........2000

An. MENTERI DALAM NEGERI

DAN OTONOMI DAERAH,

NAMA JABATAN ESELON I

NAMA JELAS

PANGKAT

NIP.

Tembusan :

1. Mmmmmmmmm

2. Mmmmmmmmm 

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

SURAT KETERANGAN

NOMOR ....../ ....../.......2000

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :

a. Nama


: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

b. Jabatan


: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

dengan ini menerangkan bahwa :

a. Nama/NIP

: Mmmmmmmmmmmmmmm/MMMMM

b. Pangkat/Golongan
: Mmmmmmmmmmmmmmm/MMMMM

c. Umur


: Mmmmmmmmmm tahun

d. Kebangsaan

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

e. Agama


: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

f. Pekerjaan

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

g. Alamat


: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Bermaksud

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 





  Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

2. Sehubungan dengan maksud yang bersangkutan, diminta agar ........ dapat memberikan bantuan serta fasilitas seperlunya.

3. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mmmmmmmmmm, ........2000

NAMA JABATAN ESELON I

NAMA JELAS

PANGKAT

NIP.

Tembusan :

1. Mmmmmmmmm

2. Mmmmmmmmm

DEPARTEMEN  DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

NAMA KOMPONEN
Alamat seperti : Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7-JAKARTA 10110


SURAT KETERANGAN

NOMOR ....../ ....../.......2000

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :

a. Nama


: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

b. Jabatan


: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

dengan ini menerangkan bahwa :

a. Nama/NIP

: Mmmmmmmmmmmmmmm/MMMMM

b. Pangkat/Golongan
: Mmmmmmmmmmmmmmm/MMMMM

c. Umur


: Mmmmmmmmmm tahun

d. Kebangsaan

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

e. Agama


: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

f. Pekerjaan

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

g. Alamat


: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Bermaksud

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 





  Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

2. Sehubungan dengan maksud yang bersangkutan, diminta agar ........ dapat memberikan bantuan serta fasilitas seperlunya.

3. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mmmmmmmmmm, ........2000

an. NAMA JABATAN ESELON I

NAMA JABATAN ESELON II

NAMA JELAS

PANGKAT

NIP.

Tembusan :

1. Mmmmmmmmm

2. Mmmmmmmmm

DEPARTEMEN  DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

NAMA KOMPONEN
Alamat seperti : Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7-JAKARTA 10110


SURAT KETERANGAN

NOMOR ....../ ....../.......2000

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :

a. Nama


: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

b. Jabatan


: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

dengan ini menerangkan bahwa :

a. Nama/NIP

: Mmmmmmmmmmmmmmm/MMMMM

b. Pangkat/Golongan
: Mmmmmmmmmmmmmmm/MMMMM

c. Umur


: Mmmmmmmmmm tahun

d. Kebangsaan

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

e. Agama


: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

f. Pekerjaan

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

g. Alamat


: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Bermaksud

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 





  Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

2. Sehubungan dengan maksud yang bersangkutan, diminta agar ........ dapat memberikan bantuan serta fasilitas seperlunya.

3. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mmmmmmmmmm, ........2000

NAMA JABATAN ESELON II

NAMA JELAS

PANGKAT

NIP.

Tembusan :

1. Mmmmmmmmm

2. Mmmmmmmmm

G. SURAT PERINTAH .

1. Pengertian.

Surat Perintah adalah Naskah Dinas yang berisi pemberitahuan dari pihak atasan yang ditujukan kepada pihak bawahannya mengenai perintah untuk melaksanakan tugas tertentu atau khusus.

2. Susunan

a. Surat Perintah terdiri atas :

1) Kepala Surat Perintah.

2) Isi Surat Perintah.

3) Bagian akhir Surat Perintah.

b. Kepala Surat Perintah terdiri atas :

1) Tulisan “Surat Perintah” ditempatkan dibagian tengah lembar Naskah.

2) Nomor dan Tahun atau dapat menggunakan nomor panjang menurut kebutuhan.

c. Isi Surat Perintah dituangkan/dirumuskan dalam bentuk Uraian. 

1) Nama Pejabat dan Jabatan yang diberi tugas khusus.

2) Jenis tugas khusus yang harus dilaksanakan.

3) Waktu melaksanakan tugas.

d. Bagian akhir Surat Perintah terdiri atas:

1) Nama Tempat.

2) Tanggal, Bulan dan Tahun 

3) Tanda tangan pejabat.

4) Nama jelas.

5) Stempel Jabatan/Instansi.

6) Tembusan.

3. Penandatanganan 

Surat Perintah yang ditandatangani oleh:

i. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

ii. Pejabat Eselon I atas nama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

iii. Pejabat Eselon I atas wewenang jabatannya.

iv. Pejabat Eselon II atas nama Jabatan Eselon I

v. Pejabat Eselon II atas wewenang jabatannya.

4. Model 

Model surat Perintah yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, pejabat Eselon I dan pejabat Eselon II, III tertera pada halaman berikut ini.

5. Bentuk/Model NASKAH DINAS SURAT PERINTAH.

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERINTAH

NOMOR .................................

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

MEMERINTAHKAN

Kepada


:

a. Nama


: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

b. Jabatan


: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Untuk



:

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

Ditetapkan di ...................

Pada tanggal .................

MENTERI DALAM NEGERI

DAN OTONOMI DAERAH,

NAMA JELAS

Tembusan :

1. Mmmmmmmmmmmmmmm

2. Mmmmmmmmmmmmmmm 

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERINTAH

NOMOR .................................

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

MEMERINTAHKAN

Kepada


:

a. Nama


: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

b. Jabatan


: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Untuk



:

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

Ditetapkan di ...................

Pada tanggal .................

an. MENTERI DALAM NEGERI

DAN OTONOMI DAERAH,

NAMA JABATAN ESELON I

NAMA JELAS

Pangkat 

NIP.

Tembusan :

1. Mmmmmmmmmmmmmmm

2. Mmmmmmmmmmmmmmm 

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERINTAH

NOMOR .................................

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

MEMERINTAHKAN

Kepada


:

a. Nama


: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

b. Jabatan


: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Untuk



:

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

Ditetapkan di ...................

Pada tanggal .................

JABATAN ESELON I

NAMA JELAS

Pangkat 

NIP.

Tembusan :

1. Mmmmmmmmmmmmmmm

2. Mmmmmmmmmmmmmmm 

DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

NAMA KOMPONEN

Alamat Seperti : Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7-JAKARTA 10110

SURAT PERINTAH

NOMOR .................................

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

MEMERINTAHKAN

Kepada


:

a. Nama


: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

b. Jabatan


: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Untuk



:

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

Ditetapkan di ...................

Pada tanggal .................

an. NAMA JABATAN ESELON I

 NAMA JABATAN ESELON II

NAMA JELAS

Pangkat 

NIP.

Tembusan :

1. Mmmmmmmmmmmmmmm

2. Mmmmmmmmmmmmmmm 

DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

NAMA KOMPONEN

Alamat Seperti : Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7-JAKARTA 10110

SURAT PERINTAH

NOMOR .................................

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

MEMERINTAHKAN

Kepada


:

a. Nama


: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

b. Jabatan


: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Untuk



:

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

Ditetapkan di ...................

Pada tanggal .................

NAMA JABATAN ESELON II

NAMA JELAS

Pangkat 

NIP.

Tembusan :

1. Mmmmmmmmmmmmmmm

2. Mmmmmmmmmmmmmmm 

H. SURAT IZIN .

1. Pengertian.

Surat Izin adalah Naskah Dinas yang berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Susunan

a. Surat Izin terdiri atas :

1) Kepala Surat Izin.

2) Isi Surat Izin.

3) Bagian akhir Surat Izin.

b. Kepala Surat Izin terdiri atas :

1) Tulisan “Surat Izin” ditempatkan dibagian tengah lembar Naskah.

2) Nomor dan Tahun atau dapat menggunakan nomor panjang dibawah tulisan “Surat Izin”.

3) Tulisan “Tentang”.

4) Perihal Surat izin ditempatkan dibawah tulisan “Tentang” dengan huruf besar.

c. Isi Surat Izin dirumuskan dalam bentuk Uraian. 

d. Bagian akhir Surat Izin terdiri atas:

1) Nama Tempat dikeluarkan Surat Izin.

2) Tanggal, Bulan dan Tahun .

3) Nama Jabatan yang mengeluarkan Surat Izin.

4) Tanda tangan pejabat yang memberi Izin.

5) Nama jelas pejabat yang memberi Izin berikut Pangkat dan NIP.

6) Stempel Jabatan/Instansi.

7) Tembusan.

3. Penandatanganan 

Surat Izin yang ditandatangani oleh:

i. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

ii. Pejabat Eselon I atas nama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

iii. Pejabat Eselon I atas wewenang jabatannya.

iv. Pejabat Eselon II atas nama Jabatan Eselon I

v. Pejabat Eselon II atas wewenang jabatannya.

4. Model 

Model surat Izin yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, pejabat Eselon I dan pejabat Eselon II tertera pada halaman berikut ini.

5. Bentuk/Model NASKAH DINAS SURAT IZIN.

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

SURAT IZIN

NOMOR ......./......./.........2000

TENTANG

MMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Dasar

: a. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmm mm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

b. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

MENGIZINKAN

Kepada 
:

Nama

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Alamat

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Untuk

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Ditetapkan di ...................

Pada tanggal .................

MENTERI DALAM NEGERI

DAN OTONOMI DAERAH,

NAMA JELAS

Tembusan :

1. Mmmmmmmmmmmmmmm

2. Mmmmmmmmmmmmmmm 

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

SURAT IZIN

NOMOR ......./......./.........2000

TENTANG

MMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Dasar

: a. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmm mm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

b. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

MENGIZINKAN

Kepada 
:

Nama

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Alamat

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Untuk

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Ditetapkan di ...................

Pada tanggal .................

an. MENTERI DALAM NEGERI

DAN OTONOMI DAERAH,

NAMA  JABATAN ESELON I

NAMA JELAS

Pangkat

NIP.

Tembusan :

1. Mmmmmmmmmmmmmmm

2. Mmmmmmmmmmmmmmm 

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

SURAT IZIN

NOMOR ......./......./.........2000

TENTANG

MMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Dasar

: a. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmm mm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

b. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

MENGIZINKAN

Kepada 
:

Nama

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Alamat

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Untuk

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Ditetapkan di ...................

Pada tanggal .................

NAMA  JABATAN ESELON I

NAMA JELAS

Pangkat

NIP.

Tembusan :

1. Mmmmmmmmmmmmmmm

2. Mmmmmmmmmmmmmmm 

DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

NAMA KOMPONEN

Alamar Seperti : Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7-JAKARTA 10110

SURAT IZIN

NOMOR ......./......./.........2000

TENTANG

MMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Dasar

: a. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmm mm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

b. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

MENGIZINKAN

Kepada 
:

Nama

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Alamat

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Untuk

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Ditetapkan di ...................

Pada tanggal .................

an. NAMA JABATAN ESELON I

NAMA  JABATAN ESELON II

NAMA JELAS
Pangkat

NIP.

Tembusan :

1. Mmmmmmmmmmmmmmm

2. Mmmmmmmmmmmmmmm 

DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

NAMA KOMPONEN

Alamar Seperti : Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7-JAKARTA 10110

SURAT IZIN

NOMOR ......./......./.........2000

TENTANG

MMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Dasar

: a. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmm mm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

b. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

MENGIZINKAN

Kepada 
:

Nama

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Alamat

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Untuk

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Ditetapkan di ...................

Pada tanggal .................

NAMA  JABATAN ESELON II

NAMA JELAS
Pangkat

NIP.

Tembusan :

1. Mmmmmmmmmmmmmmm

2. Mmmmmmmmmmmmmmm 

I. SURAT PERJANJIAN .

1. Pengertian.

Surat Perjanjian adalah Naskah Dinas yang berisi suatu persetujuan yang mengikat antara pejabat yang berwenang dengan pihak lain untuk melaksanakan suatu tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati atau disetujui bersama.

2. Susunan

a. Surat Perjanjian terdiri atas :

1) Kepala Surat Perjanjian.

2) Isi Surat Perjanjian.

3) Bagian akhir Surat Perjanjian.

b. Kepala Surat Perjanjian terdiri atas :

1) Tulisan “Surat Perjanjian” ditempatkan dibagian tengah lembar Naskah Dinas.

2) Nomor dan Tahun atau dapat menggunakan nomor panjang menurut keperluan.

3) Tulisan “Tentang”.

4) Nama Judul Surat Perjanjian.

c. Isi Surat Perjanjian terdiri atas : 

1) nama, pangkat, NIP (bagi PNS), pekerjaan dan alamat pihal-pihak yang terlibat dalam perjanjian.

2) Hari, tanggal, bulan, dan tahun serta tempat pembuatan.

3) Objek yang diperjanjikan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

4) Sanksi hukum.

5) Penyelesaian Perselisihan.

Catatan :

Jika dianggap perlu bahwa uraian dapat disusun dalam pasal dan ayat.

d. Bagian akhir Surat Perjanjian terdiri atas:

1) Tulisan “Pihak ke .......” yang membuat perjanjian.

2) Nama jabatan pihak-pihak yang terlibat.

3) Tanda tangan pihak-pihak yang terlibat.

4) Nama jelas pihak-pihak penandatangan.

5) Pangkat dan NIP bagi PNS.

6) Saksi-saksi (Nama jelas dan tanda tangan).

3. Penandatanganan 

Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh:

i. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

ii. Pejabat Eselon I atas nama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

iii. Pejabat Eselon I atas wewenang jabatannya.

iv. Pejabat Eselon II atas nama Jabatan Eselon I

v. Pejabat Eselon II atas wewenang jabatannya.

4. Model 

Model surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, pejabat Eselon I atas nama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertera pada halaman berikut ini.

5. Bentuk/Model NASKAH DINAS SURAT IZIN.

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

SURAT IZIN

NOMOR ......./......./.........2000

TENTANG

MMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm:

1. Mmmmmmmm
: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

2. Mmmmmmmm
: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm:

Mmmmmmmmmmmmmmm

Pasal 


Umum

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm:

Mmmmmmmmmmmmmmm

PIHAK KE II





PIHAK KE I

NAMA JABATAN 



MENTERI DALAM NEGERI

YANG TERLIBAT



DAN OTONOMI DAERAH

NAMA JELAS




     NAMA JELAS

Pangkat 

NIP


SAKSI-SAKSI:

1. Mmmmmmmmmmmmmmm

2. Mmmmmmmmmmmmmmm

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

SURAT IZIN

NOMOR ......./......./.........2000

TENTANG

MMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm:

1. Mmmmmmmm
: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

2. Mmmmmmmm
: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm:

Mmmmmmmmmmmmmmm

Pasal 


Umum

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm:

Mmmmmmmmmmmmmmm

PIHAK KE II




PIHAK KE I

NAMA JABATAN 


an. MENTERI DALAM NEGERI

YANG TERLIBAT



DAN OTONOMI DAERAH








       NAMA JABATAN ESELON I

NAMA JELAS




NAMA JELAS
Pangkat 





Pangkat

NIP





NIP


SAKSI-SAKSI:

1. Mmmmmmmmmmmmmmm

2. Mmmmmmmmmmmmmmm

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

SURAT IZIN

NOMOR ......./......./.........2000

TENTANG

MMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm:

1. Mmmmmmmm
: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

2. Mmmmmmmm
: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm:

Mmmmmmmmmmmmmmm

Pasal 


Umum

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm:

Mmmmmmmmmmmmmmm

PIHAK KE II




PIHAK KE I

NAMA JABATAN 


NAMA JABATAN ESELON I

YANG TERLIBAT


NAMA JELAS




NAMA JELAS
Pangkat 





Pangkat

NIP





NIP


SAKSI-SAKSI:

1. Mmmmmmmmmmmmmmm

2. Mmmmmmmmmmmmmmm

DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

NAMA KOMPONEN

Alamat Seperti: Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7-JAKARTA 10110

SURAT IZIN

NOMOR ......./......./.........2000

TENTANG

MMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm:

1. Mmmmmmmm
: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

2. Mmmmmmmm
: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm:

Mmmmmmmmmmmmmmm
Pasal 


Umum

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm:

Mmmmmmmmmmmmmmm

PIHAK KE II




PIHAK KE I

NAMA JABATAN 


an. JABATAN ESELON I

YANG TERLIBAT


        JABATAN ESELON II

NAMA JELAS




NAMA JELAS
Pangkat 





Pangkat

NIP





NIP


SAKSI-SAKSI:

1. Mmmmmmmmmmmmmmm

2. Mmmmmmmmmmmmmmm

DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

NAMA KOMPONEN

Alamat Seperti: Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7-JAKARTA 10110

SURAT IZIN

NOMOR ......./......./.........2000

TENTANG

MMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm:

1. Mmmmmmmm
: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

2. Mmmmmmmm
: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm:

Mmmmmmmmmmmmmmm
Pasal 


Umum

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm:

Mmmmmmmmmmmmmmm

PIHAK KE II




PIHAK KE I

NAMA JABATAN 


JABATAN ESELON II

YANG TERLIBAT




NAMA JELAS




NAMA JELAS
Pangkat 





Pangkat

NIP





NIP


SAKSI-SAKSI:

1. Mmmmmmmmmmmmmmm

2. Mmmmmmmmmmmmmmm

J. SURAT KUASA.

1. Pengertian.

Surat Kuasa adalah Naskah Dinas sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari Pejabat yang memberikan kuasa kepada Pejabat yang diberi kuasa untuk bertindak atas nama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

2. Susunan

a. Surat Kuasa terdiri atas :

1) Kepala Surat Kuasa.

2) Isi Surat Kuasa.

3) Bagian akhir Surat Kuasa.

b. Kepala Surat Kuasa terdiri atas :

1) Tulisan “Surat Kuasa” ditempatkan dibagian tengah lembar Naskah Dinas.

2) Tulisan “Nomor” Surat Kuasa ditempatkan dibawah tulisan “Surat Kuasa”.

c. Isi Surat Kuasa terdiri atas : 

1) Nama Pejabat yang memberi kuasa.

2) Nama Jabatan yang memberi kuasa.

3) Tulisan “Memberi Kuasa”.

4) Tulisan “Kepada”.

5) Nama Pejabat yang diberi kuasa.

6) Nama Jabatan yang diberi kuasa.

7) Tulisan “Untuk”.

8) Hal-hal yang menyangkut jenis tugas dan tindakan yang dikuasakan.

d. Bagian akhir Surat Kuasa terdiri atas:

1) Nama tempat, tanggal, bulan dan tahun pembuatan.

2) Nama Jabatan pemberi kuasa.

3) Tanda tangan Pejabat pemberi kuasa.

4) Nama Jelas pemberi kuasa (pangkat dan NIP bagi PNS).

5) Stempel Jabatan/Instansi.

6) Nama Jabatan yang diberi kuasa.

7) Tanda tangan pejabat yang diberi kuasa.

8) Nama Jelas, pangkat dan NIP yang diberi kuasa.

3. Penandatanganan 

Surat Kuasa yang ditandatangani oleh:

a. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

b. Pejabat Eselon I atas nama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

c. Pejabat Eselon I atas wewenang jabatannya.

d. Pejabat Eselon II atas nama Jabatan Eselon I

e. Pejabat Eselon II atas wewenang jabatannya.

4. Model 

Model surat Kuasa yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, pejabat Eselon I dan pejabat eselon II tertera pada halaman berikut ini.

5. Bentuk/Model NASKAH DINAS SURAT KUASA.

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

SURAT KUASA

NOMOR : .......................

Yang bertanda tangan dibawah ini :

a. Nama

: Mmmmmmmmmmmmmm

b. Jabatan

: Mmmmmmmmmmmmmm

c. NIP

: MMMMMMMM

MEMBERI KUASA

Kepada:

a. Nama

: Mmmmmmmmmmmmmm

b. Jabatan

: Mmmmmmmmmmmmmm

c. NIP

: MMMMMMMM

Untuk :

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.








Mmmmmmmmm, ............... 2000

Yang diberi Kuasa
          
                                 Yang Memberi Kuasa

NAMA JABATAN 



MENTERI DALAM NEGERI





DAN OTONOMI DAERAH

NAMA JELAS




     NAMA JELAS

Pangkat 

NIP


MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

SURAT KUASA

NOMOR : .......................

Yang bertanda tangan dibawah ini :

a. Nama

: Mmmmmmmmmmmmmm

b. Jabatan

: Mmmmmmmmmmmmmm

c. NIP

: MMMMMMMM

MEMBERI KUASA

Kepada:

a. Nama

: Mmmmmmmmmmmmmm

b. Jabatan

: Mmmmmmmmmmmmmm

c. NIP

: MMMMMMMM

Untuk :

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.








Mmmmmmmmm, ............... 2000

Yang diberi Kuasa
          
                                 Yang Memberi Kuasa

NAMA JABATAN 



an. MENTERI DALAM NEGERI





DAN OTONOMI DAERAH








       NAMA JABATAN ESELON I

NAMA JELAS




NAMA JELAS
Pangkat 





Pangkat

NIP





NIP

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

SURAT KUASA

NOMOR : .......................

Yang bertanda tangan dibawah ini :

a. Nama

: Mmmmmmmmmmmmmm

b. Jabatan

: Mmmmmmmmmmmmmm

c. NIP

: MMMMMMMM

MEMBERI KUASA

Kepada:

a. Nama

: Mmmmmmmmmmmmmm

b. Jabatan

: Mmmmmmmmmmmmmm

c. NIP

: MMMMMMMM

Untuk :

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.








Mmmmmmmmm, ............... 2000

Yang diberi Kuasa
          
                                 Yang Memberi Kuasa

NAMA JABATAN 



NAMA JABATAN ESELON I

NAMA JELAS




NAMA JELAS
Pangkat 





Pangkat

NIP





NIP

DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

NAMA KOMPONEN

Alamat Seperti : Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7-JAKARTA 10110

SURAT KUASA

NOMOR : .......................

Yang bertanda tangan dibawah ini :

a. Nama

: Mmmmmmmmmmmmmm

b. Jabatan

: Mmmmmmmmmmmmmm

c. NIP

: MMMMMMMM

MEMBERI KUASA

Kepada:

a. Nama

: Mmmmmmmmmmmmmm

b. Jabatan

: Mmmmmmmmmmmmmm

c. NIP

: MMMMMMMM

Untuk :

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.








Mmmmmmmmm, ............... 2000

Yang diberi Kuasa
          
                                 Yang Memberi Kuasa

NAMA JABATAN 



an. NAMA JABATAN ESELON I








        NAMA JABATAN ESELON II

NAMA JELAS




NAMA JELAS
Pangkat 





Pangkat

NIP





NIP

DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

NAMA KOMPONEN

Alamat Seperti : Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7-JAKARTA 10110

SURAT KUASA

NOMOR : .......................

Yang bertanda tangan dibawah ini :

a. Nama

: Mmmmmmmmmmmmmm

b. Jabatan

: Mmmmmmmmmmmmmm

c. NIP

: MMMMMMMM

MEMBERI KUASA

Kepada:

a. Nama

: Mmmmmmmmmmmmmm

b. Jabatan

: Mmmmmmmmmmmmmm

c. NIP

: MMMMMMMM

Untuk :

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.








Mmmmmmmmm, ............... 2000

Yang diberi Kuasa
          
                                 Yang Memberi Kuasa

NAMA JABATAN 



NAMA JABATAN ESELON II

NAMA JELAS




NAMA JELAS
Pangkat 





Pangkat

NIP





NIP

K. SURAT UNDANGAN.

1. Pengertian.

Surat Undangan adalah Naskah Dinas yang merupakan pemberitahuan yang meminta kepada yang bersangkutan untuk datang pada waktu, tempat dan acara yang ditentukan.

2. Susunan

a. Surat Undangan terdiri atas :

1) Kepala Surat Undangan.

2) Isi Surat Undangan.

3) Bagian akhir Surat Undangan.

b. Kepala Surat Undangan terdiri atas :

1) Nama tempat, tanggal, bulan dan tahun ditempatkan dikanan atas.

2) Alamat undangan yang ditujukan ditempatkan dibawah nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun.

3) Nomor, Sifar, Lampiran dan Perihal diketik secara vertikal, ditempatkan disebelah kiri atas.

c. Isi Surat Undangan terdiri atas : 

1) Maksud dan tujuan.

2) Hari penyelenggaraan.

3) Tanggal, jam dan tempat penyelenggaraan.

4) Acara yang akan diselenggarakan.

5) Tulisan Penutup.

d. Bagian akhir Surat Undangan terdiri atas:

1) Nama jabatan pengundang.

2) Tanda tangan pejabat pengundang.

3) Nama Jelas, pangkat dan NIP pengundang.

4) Stempel Jabatan/Instansi.

5) Catatan yang dianggap perlu.

3. Penandatanganan 

Surat Undangan yang ditandatangani oleh:

a) Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

b) Pejabat Eselon I atas nama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

c) Pejabat Eselon I atas wewenang jabatannya.

d) Pejabat Eselon II atas nama Jabatan Eselon I

e) Pejabat Eselon II atas wewenang jabatannya.

4. Model 

Model surat Kuasa yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, pejabat Eselon I dan pejabat eselon II tertera pada halaman berikut ini.

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

REPUBLIK INDONESIA








Mmmmmmm, ................ 2000

Nomor

: mmmmmmmm


Kepada

Sifat

: mmmmmmmm

Yth.
Mmmmmmmmmmm

Lampiran
: mmmmmmmm


mmmmmmmmmmm

Perihal

: UNDANGAN


di-








MMMMMMMM

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

Hari
: Mmmmmmmmmmmmm

Tanggal
: Mmmmmmmmmmmmm

Waktu
: Mmmmmmmmmmmmm

Tempat
: Mmmmmmmmmmmmm

Acara
: Mmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

MENTERI DALAM NEGERI

DAN OTONOMI DAERAH,

NAMA JELAS

Catatan :

1. Mmmmmmmmmmmmm

2. Mmmmmmmmmmmmm 

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

REPUBLIK INDONESIA








Mmmmmmm, ................ 2000

Nomor

: mmmmmmmm


Kepada

Sifat

: mmmmmmmm

Yth.
Mmmmmmmmmmm

Lampiran
: mmmmmmmm


mmmmmmmmmmm

Perihal

: UNDANGAN


di-








MMMMMMMM

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

Hari
: Mmmmmmmmmmmmm

Tanggal
: Mmmmmmmmmmmmm

Waktu
: Mmmmmmmmmmmmm

Tempat
: Mmmmmmmmmmmmm

Acara
: Mmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

an. MENTERI DALAM NEGERI

DAN OTONOMI DAERAH,

NAMA JABATAN ESELON I

NAMA JELAS

Pangkat 

NIP

Catatan :

1. Mmmmmmmmmmmmm

2. Mmmmmmmmmmmmm 

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

REPUBLIK INDONESIA








Mmmmmmm, ................ 2000

Nomor

: mmmmmmmm


Kepada

Sifat

: mmmmmmmm

Yth.
Mmmmmmmmmmm

Lampiran
: mmmmmmmm


mmmmmmmmmmm

Perihal

: UNDANGAN


di-








MMMMMMMM

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

Hari
: Mmmmmmmmmmmmm

Tanggal
: Mmmmmmmmmmmmm

Waktu
: Mmmmmmmmmmmmm

Tempat
: Mmmmmmmmmmmmm

Acara
: Mmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

NAMA JABATAN ESELON I

NAMA JELAS

Pangkat 

NIP

Catatan :

1. Mmmmmmmmmmmmm

2. Mmmmmmmmmmmmm 

DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

NAMA KOMPONEN

Alamat Seperti : Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7-JAKARTA 10110









Mmmmmmm, ................ 2000

Nomor

: mmmmmmmm


Kepada

Sifat

: mmmmmmmm

Yth.
Mmmmmmmmmmm

Lampiran
: mmmmmmmm


mmmmmmmmmmm

Perihal

: UNDANGAN


di-








MMMMMMMM

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

Hari
: Mmmmmmmmmmmmm

Tanggal
: Mmmmmmmmmmmmm

Waktu
: Mmmmmmmmmmmmm

Tempat
: Mmmmmmmmmmmmm

Acara
: Mmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

NAMA JABATAN ESELON II

NAMA JELAS

Pangkat 

NIP

Catatan :

1. Mmmmmmmmmmmmm

2. Mmmmmmmmmmmmm 

DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH
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Mmmmmmm, ................ 2000

Nomor

: mmmmmmmm


Kepada

Sifat

: mmmmmmmm

Yth.
Mmmmmmmmmmm

Lampiran
: mmmmmmmm


mmmmmmmmmmm

Perihal

: UNDANGAN


di-








MMMMMMMM

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

Hari
: Mmmmmmmmmmmmm

Tanggal
: Mmmmmmmmmmmmm

Waktu
: Mmmmmmmmmmmmm

Tempat
: Mmmmmmmmmmmmm

Acara
: Mmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

an. NAMA JABATAN ESELON I

NAMA JABATAN ESELON II

NAMA JELAS

Pangkat 

NIP

Catatan :

1. Mmmmmmmmmmmmm

2. Mmmmmmmmmmmmm 

L. SURAT PANGGILAN.

1. Pengertian.

Surat Panggilan adalah Naskah Dinas yang dipergunakan untuk memanggil pejabat instansi Pemerintah/Badan Hukum/Swasta/Perorangan, guna diminta keterangan mengenai sesuatu permasalahan/persoalan.

2. Susunan

a. Surat Panggilan terdiri atas :

1) Kepala Surat Panggilan.

2) Isi Surat Panggilan.

3) Bagian akhir Surat Panggilan.

b. Kepala Surat Panggilan terdiri atas :

1) Nama tempat, tanggal, bulan dan tahun.

2) Nama Instansi Pemerintah/Badan Hukum/Swasta/Perorangan yang dipanggil.

3) Nomor, Sifat, Lampiran dan Perihal.

c. Isi Surat Panggilan terdiri atas : 

1) Hari, tanggal, jam, tempat, menghadap kepada, alamat pemanggil.

2) Maksud surat Panggilan tersebut.

d. Bagian akhir Surat Panggilan terdiri atas:

1) Nama Jabatan.

2) Tanda tangan Pejabat .

3) Nama, Pangkat dan NIP pejabat.

4) Stempel Jabatan/Instansi.

5) Tembusan apabila diperlukan.

3. Penandatanganan 

Surat Panggilan yang ditandatangani oleh:

a. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

b. Pejabat Eselon I atas nama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

c. Pejabat Eselon I atas wewenang jabatannya.

d. Pejabat Eselon II atas nama Jabatan Eselon I

e. Pejabat Eselon II atas wewenang jabatannya.

4. Model 

Model surat Kuasa yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, pejabat Eselon I dan pejabat eselon II tertera pada halaman berikut ini.

5. Bentuk/Model NASKAH DINAS SURAT PANGGILAN.

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

REPUBLIK INDONESIA








Mmmmmm, .............. 2000


MMMMMMM



Kepada

Nomor

: mmmmmmmmm

Yth.
Mmmmmmmmmmmm

Sifat

: mmmmmmmmm


mmmmmmmmmmmm

Lampiran
: mmmmmmmmm


di-

Perihal

: Panggilan

Dengan ini diminta kedatangan Saudara di Kantor mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Hari

: Mmmmmmmmmmmmmmm

Tanggal
: Mmmmmmmmmmmmmmm

Jam

: Mmmmmmmmmmmmmmm

Tempat
: Mmmmmmmmmmmmmmm

Menghadap

Kepada
: Mmmmmmmmmmmmmmm

Alamat

 Mmmmmmmmmmmmmmm

Untuk : mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

Demikian untuk maklum.








MENTERI DALAM NEGERI





DAN OTONOMI DAERAH

NAMA JELAS

Tembusan :

1. Mmmmmmmmmmmmm

2. Mmmmmmmmmmmmm.
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Mmmmmm, .............. 2000








Kepada

Nomor

: mmmmmmmmm

Yth.
Mmmmmmmmmmmm

Sifat

: mmmmmmmmm


mmmmmmmmmmmm

Lampiran
: mmmmmmmmm


di-

Perihal

: Panggilan



    MMMMMMM

Dengan ini diminta kedatangan Saudara di Kantor mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Hari

: Mmmmmmmmmmmmmmm

Tanggal
: Mmmmmmmmmmmmmmm

Jam

: Mmmmmmmmmmmmmmm

Tempat
: Mmmmmmmmmmmmmmm

Menghadap

Kepada
: Mmmmmmmmmmmmmmm

Alamat

: Mmmmmmmmmmmmmmm

Untuk : mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

Demikian untuk maklum.








an. MENTERI DALAM NEGERI





DAN OTONOMI DAERAH,

NAMA JABATAN ESELON I

NAMA JELAS

Pangkat

NIP

Tembusan :

1. Mmmmmmmmmmmmm

2. Mmmmmmmmmmmmm.

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

REPUBLIK INDONESIA








Mmmmmm, .............. 2000








Kepada

Nomor

: mmmmmmmmm

Yth.
Mmmmmmmmmmmm

Sifat

: mmmmmmmmm


mmmmmmmmmmmm

Lampiran
: mmmmmmmmm


di-

Perihal

: Panggilan



   MMMMMMM

Dengan ini diminta kedatangan Saudara di Kantor mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Hari

: Mmmmmmmmmmmmmmm

Tanggal
: Mmmmmmmmmmmmmmm

Jam

: Mmmmmmmmmmmmmmm

Tempat
: Mmmmmmmmmmmmmmm

Menghadap

Kepada
: Mmmmmmmmmmmmmmm

Alamat

: Mmmmmmmmmmmmmmm

Untuk : mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

Demikian untuk maklum.

NAMA JABATAN ESELON I

NAMA JELAS

Pangkat

NIP

Tembusan :

1. Mmmmmmmmmmmmm

2. Mmmmmmmmmmmmm.
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Mmmmmm, .............. 2000








Kepada

Nomor

: mmmmmmmmm

Yth.
Mmmmmmmmmmmm

Sifat

: mmmmmmmmm


mmmmmmmmmmmm

Lampiran
: mmmmmmmmm


di-

Perihal

: Panggilan



    MMMMMMM

Dengan ini diminta kedatangan Saudara di Kantor mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Hari

: Mmmmmmmmmmmmmmm

Tanggal
: Mmmmmmmmmmmmmmm

Jam

: Mmmmmmmmmmmmmmm

Tempat
: Mmmmmmmmmmmmmmm

Menghadap

Kepada
: Mmmmmmmmmmmmmmm

Alamat

: Mmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

an. NAMA JABATAN ESELON I

NAMA JABATAN ESELON II

NAMA JELAS

Pangkat

NIP

Tembusan :

1. Mmmmmmmmmmmmm

2. Mmmmmmmmmmmmm.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH
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Mmmmmm, .............. 2000








Kepada

Nomor

: mmmmmmmmm

Yth.
Mmmmmmmmmmmm

Sifat

: mmmmmmmmm


mmmmmmmmmmmm

Lampiran
: mmmmmmmmm


di-

Perihal

: Panggilan



      MMMMMMM

Dengan ini diminta kedatangan Saudara di Kantor mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Hari

: Mmmmmmmmmmmmmmm

Tanggal
: Mmmmmmmmmmmmmmm

Jam

: Mmmmmmmmmmmmmmm

Tempat
: Mmmmmmmmmmmmmmm

Menghadap

Kepada
: Mmmmmmmmmmmmmmm

Alamat

: Mmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

NAMA JABATAN ESELON II

NAMA JELAS

Pangkat

NIP

Tembusan :

1. Mmmmmmmmmmmmm

2. Mmmmmmmmmmmmm.

M. NOTA DINAS.

1. Pengertian.

Nota Dinas adalah alat komunikasi tertulis instern antar pejabat dilingkungan komponen dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan otonomi Daerah yang memuat/berisi pemberitahuan, permintaan, penjelasan, laporan, dan sebagainya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan proses penggarisan atau pematangan sesuatu kebijaksanaan atau proses penyesuaian persoalan/masalah.

2. Susunan

a. Nota Dinas terdiri atas :

1) Kepala Nota Dinas.

2) Isi Nota Dinas.

3) Bagian akhir Nota Dinas.

b. Kepala Nota Dinas terdiri atas :

1) Tulisan “Nota Dinas”, ditempatkan ditengah-tengah isi naskah.

2) Pejabat/alamat yang dituju.

3) Pejabat yang mengirim.

4) Tanggal, bulan, dan tahun.

5) Nomor, dapat ditambahkan kode sesuai dengan kebutuhan.

6) Sifat, Lampiran dan perihal.

c. Isi Nota Dinas dirumuskan dalam bentuk uraian. 

d. Bagian akhir Nota Dinas terdiri atas:

1) Nama Jabatan.

2) Tanda tangan Pejabat .

3) Nama, Pangkat dan NIP.

4) Tembusan.

3. Penandatanganan 

Nota Dinas yang ditandatangani oleh:

a. Pejabat Eselon I.

b. Pejabat Eselon II.

c. Pejabat Eselon III.

d. Pejabat Eselon IV.

4. Model 

Model Nota Dinas yang ditandatangani oleh Pejabat eselon I, II, III dan pejabat Eselon IV tertera pada halaman berikut ini.

5. Bentuk/Model NASKAH DINAS NOTA DINAS.

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

NOTA DINAS

Kepada
: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Dari

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Tanggal
: MMMMMMMMMMM

Nomor

: MMMMMMMMMMM

Sifat

: mmmmmmmmmmmmm

Lampiran
: mmmmmmmmmmmmm

Perihal

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm


Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

NAMA JABATAN ESELON I

NAMA JELAS

Pangkat

NIP.

Tembusan :

1. Mmmmmmmmmmmmm

2. Mmmmmmmmmmmmm.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH
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NOTA DINAS

Kepada
: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Dari

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Tanggal
: MMMMMMMMMMM

Nomor

: MMMMMMMMMMM

Sifat

: mmmmmmmmmmmmm

Lampiran
: mmmmmmmmmmmmm

Perihal

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm


Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

NAMA JABATAN ESELON II

NAMA JELAS

Pangkat

NIP.

Tembusan :

1. Mmmmmmmmmmmmm

2. Mmmmmmmmmmmmm.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH
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NOTA DINAS

Kepada
: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Dari

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Tanggal
: MMMMMMMMMMM

Nomor

: MMMMMMMMMMM

Sifat

: mmmmmmmmmmmmm

Lampiran
: mmmmmmmmmmmmm

Perihal

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm


Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

an. NAMA JABATAN ESELON I

NAMA JABATAN ESELON II

NAMA JELAS

Pangkat

NIP.

Tembusan :

1. Mmmmmmmmmmmmm

2. Mmmmmmmmmmmmm.

N. LEMBAR DISPOSISI.

1. Pengertian.

Lembar Disposisi adalah alat komunikasi tertulis yang ditujukan kepada bawahan yang berisi informasi atau perintah.

2. Susunan

a. Lembar Disposisi terdiri atas :

1) Kepala Lembar Disposisi.

2) Isi Lembar Disposisi.

3) Bagian akhir Lembar Disposisi.

b. Kepala Lembar Disposisi terdiri atas :

1) Tulisan “Lembar Disposisi”.

2) Surat dari.

3) Nomor surat.

4) Tanggal surat.

5) Diterima tanggal.

6) Nomor kode surat.

7) Diteruskan kepada.

8) Perihal.

c. Isi Lembar Disposisi terdiri atas:

1) Tulisan “Lembar Disposisi” ditempatkan ditengah lembar naskah;

2) Isi Disposisi dirumuskan dalambentuk uraian. 

d. Bagian akhir Lembar Disposisi  dibubuhi paraf atasan yang memberi disposisi beserta tanggalnya.

3. Penandatanganan dan Penggunaan Kop Naskah Dinas.

a. Lembar Disposisi ditandatangani atau diparaf oleh:

1) ......................

2) ......................

4. Bentuk/Model NASKAH DINAS LEMBAR DISPOSISI.
DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH
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LEMBAR DISPOSISI


Surat dari 
:

:
Diterima

:






Tanggal

:

Tanggal surat
:


Nomor


:






Agenda

:

Nomor surat
:


Diteruskan kepada
:


Disposisi






: 1.









  2.









  3.


Tanda tangan atau paraf

Tanggal, Bulan dan Tahun Pembuatan
O. TELAAHAN STAF.

1. Pengertian.

Telaahan Staf adalah Naskah Dinas yang dibuat oleh staf atau bawahan yang memuat analisis pertimbangan-pertimbangan, pendapat dan saran-saran tentang sesuatu masalah.

2. Susunan

a. Telaahan Staf terdiri atas :

1) Kepala Telaahan Staf.

2) Isi Telaahan Staf.

3) Bagian akhir Telaahan Staf.

b. Kepala Telaahan Staf terdiri atas :

1) Tulisan “Telaahan Staf” diletakkan ditengah lembar naskah.

2) Pejabat/alamat yang dituju.

3) Pejabat yang mengirim.

4) Tanggal, Nomor, Sifat, lampiran dan Perihal.

c. Isi Telaahan Staf terdiri atas:

1) Pokok persoalan.

2) Praanggapan.

3) Fakta dan data yang ebrpengaruh terhadap persoalan (bila ada).

4) Pembahasan/analisis.

5) Kesimpulan.

6) Saran tindak.

d. Bagian akhir Lembar Disposisi  dibubuhi paraf atasan yang memberi disposisi beserta tanggalnya.

3. Penandatanganan .

Telaahan Staf yang ditandatangani oleh :

a. Pejabat Eselon I.

b. Pejabat Eselon II.

c. Pejabat Eselon III.

d. Pejabat Eselon IV.

e. Pejabat Fungsional.

4. Model.

Model Telaahan Staf yang ditandatangani oleh pejabat eselon I, II, III dan pejabat eselon IV tertera pada halaman berikut ini.

5. Bentuk/Model NASKAH DINAS TELAAHAN STAF.
MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

TELAAHAN STAF

Kepada 
: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Dari

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Tanggal
: MMMMMMMMMM

Nomor

: MMMMMMMMMM

Sifat

: mmmmmmmmmmmm

Lampiran
: mmmmmmmmmmmm

Perihal 
: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm


I. Pokok Persoalan

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmm

II. Pra Anggapan

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmm

III. Fakta dan data yang berpengaruh terhadap persoalan






: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmm

IV. Kesimpulan




: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmm

V. Saran tindak



: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmm






Mmmmmmmm, mmmmmmmmm 2000





NAMA JABATAN ESELON I

NAMA JELAS

Pangkat

NIP

Tembusan
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TELAAHAN STAF

Kepada 
: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Dari

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Tanggal
: MMMMMMMMMM

Nomor

: MMMMMMMMMM

Sifat

: mmmmmmmmmmmm

Lampiran
: mmmmmmmmmmmm

Perihal 
: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm


I. Pokok Persoalan

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmm

II. Pra Anggapan

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmm

III. Fakta dan data yang berpengaruh terhadap persoalan






: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmm

IV. Kesimpulan




: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmm

V. Saran tindak



: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmm






Mmmmmmmm, mmmmmmmmm 2000





an. NAMA JABATAN ESELON I

NAMA JABATAN ESELON II

NAMA JELAS

Pangkat

NIP

Tembusan

1. Mmmmmmmmmmm

2. Mmmmmmmmmmm 
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TELAAHAN STAF

Kepada 
: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Dari

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Tanggal
: MMMMMMMMMM

Nomor

: MMMMMMMMMM

Sifat

: mmmmmmmmmmmm

Lampiran
: mmmmmmmmmmmm

Perihal 
: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm


I. Pokok Persoalan

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmm

II. Pra Anggapan

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmm

III. Fakta dan data yang berpengaruh terhadap persoalan






: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmm

IV. Kesimpulan




: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmm

V. Saran tindak



: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmm






Mmmmmmmm, mmmmmmmmm 2000





NAMA JABATAN ESELON II

NAMA JELAS

Pangkat

NIP

Tembusan

1. Mmmmmmmmmmm

2. Mmmmmmmmmmm 

P. PENGUMUMAN.

1. Pengertian.

Pengumuman adalah suatu bentuk Naskah Dinas sebagai alat pemberitahuan yang bersifat umum. Pengumuman yang ditandatangani oleh masing-masing Pejabat ditentukan oleh jenis, sifat, dan komponen dilingkungan Departemen Dalam negeri dan otonomi Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Susunan

a. Pengumuman terdiri atas :

1) Kepala Pengumuman.

2) Isi Pengumuman.

3) Bagian akhir Pengumuman.

b. Kepala Pengumuman terdiri atas :

1) Tulisan “Pengumuman” diletakkan ditengah lembar naskah.

2) Nomor ditempatkan dibawah tulisan Pengumuman.

3) Tulisan “Tentang”.

4) Nama Judul Pengumuman.

c. Isi Pengumuman dirumuskan dalma bentuk uraian.

d. Bagian akhir Pengumuman terdiri atas :

1) Nama Tempat Pengumuman dikeluarkan.

2) Tanggal, Bulan dan Tahun .

3) Nama Jabatan ayng mengeluarkan.

4) Tanda tangan pejabat berikut pangkat dan NIP.

5) Stempel jabatan/instansi.

3. Penandatanganan .

Pengumuman yang ditandatangani oleh :

a. Pejabat Eselon I.

b. Pejabat Eselon II.

c. Pejabat Eselon III.

4. Model.

Model Pengumuman yang ditandatangani oleh pejabat eselon I, II, III dan pejabat eselon IV tertera pada halaman berikut ini.

5. Bentuk/Model NASKAH DINAS PENGUMUMAN.
MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN

NOMOR : .............

TENTANG

MMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMM

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Dikeluarkan di ........................

Pada tanggal ...........................

an. MENTERI DALAM NEGERI

DAN OTONOMI DAERAH,

NAMA JABATAN ESELON I

NAMA JELAS

Pangkat

NIP

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN

NOMOR : .............

TENTANG

MMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMM

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Dikeluarkan di ........................

Pada tanggal ...........................

NAMA JABATAN ESELON I

NAMA JELAS

Pangkat

NIP
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PENGUMUMAN

NOMOR : .............

TENTANG

MMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMM

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Dikeluarkan di ........................

Pada tanggal ...........................

an. NAMA JABATAN ESELON I

NAMA JABATAN ESELON II

NAMA JELAS

Pangkat

NIP
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PENGUMUMAN

NOMOR : .............

TENTANG

MMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMM

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Dikeluarkan di ........................

Pada tanggal ...........................

NAMA JABATAN ESELON II

NAMA JELAS

Pangkat

NIP
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PENGUMUMAN

NOMOR : .............

TENTANG

MMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMM

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Dikeluarkan di ........................

Pada tanggal ...........................

an. NAMA JABATAN ESELON II

NAMA JABATAN ESELON III

NAMA JELAS

Pangkat

NIP
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PENGUMUMAN

NOMOR : .............

TENTANG

MMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMM

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Dikeluarkan di ........................

Pada tanggal ...........................

NAMA JABATAN ESELON III

NAMA JELAS

Pangkat

NIP

Q. LAPORAN.

1. Pengertian.

Laporan adalah alat pemberitahuan atau pertanggungjawaban dari pejabat bawahan kepada atasan atau dari suatu Tim Kerja yang disusun secara lengkap, sistematis dan kronologis.

2. Susunan

a. Laporan terdiri atas :

1) Kepala Laporan.

2) Isi Laporan.

3) Bagian akhir Laporan.

b. Kepala Laporan terdiri atas Nama/Judul Laporan.

c. Isi Laporan dirumuskan dalma bentuk uraian.

d. Sistematika Laporan terdiri atas :

1) Pendahuluan; memuat penjelasan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika Laporan.

2) Materi Laporan; memaut tentang kegiatan yang dilaporkan, hasil pelaksanaan kegiatan, hambatan-hambatan yang dihadapi dan lain-lain.

3) Kesimpulan dan saran; memuat rangkaian pelaksanaan tugas dan saran-saran sebagai bahan pertimbangan.

e. Bagian akhir Laporan terdiri atas :

1) Nama Tempat.

2) Tanggal, Bulan dan Tahun .

3) Nama Jabatan pembuat laporan.

4) Tanda tangan pejabat.

5) Nama, Pangkat dan NIP.

6) Stempel jabatan/instansi.

3. Penandatanganan .

Laporan yang ditandatangani oleh :

a. Pejabat Eselon I.

b. Pejabat Eselon II.

c. Pejabat Eselon III.

d. Pejabat Eselon IV.

e. Pejabat Fungsional.

4. Model.

Model Pengumuman yang ditandatangani oleh pejabat eselon I, II, III dan pejabat eselon IV tertera pada halaman berikut ini.

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN

MMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMM

I. PENDAHULUAN

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

II. 1. ISI LAPORAN

a. Data

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

b. Analisa

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

c. Evaluasi

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

2. BIDANG

a. Data

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

b. Analisa

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

c. Evaluasi

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

3. BIDANG

.................................................. dst .................................................

III. KESIMPULAN SARAN

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

IV. PENUTUP

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmm, Mmmmmmm 2000

NAMA JABATAN ESELON I

NAMA JELAS
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LAPORAN

MMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMM

I. PENDAHULUAN

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

II. 1. ISI LAPORAN

a. Data

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

b. Analisa

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

c. Evaluasi

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

2. BIDANG

a. Data

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

b. Analisa

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

c. Evaluasi

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

3. BIDANG

.................................................. dst .................................................

III. KESIMPULAN SARAN

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

IV. PENUTUP

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmm, Mmmmmmm 2000

an. NAMA JABATAN ESELON I

NAMA JABATAN ESELON II

NAMA JELAS

Pangkat

NIP
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LAPORAN

MMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMM

I. PENDAHULUAN

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

II. 1. ISI LAPORAN

a. Data

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

b. Analisa

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

c. Evaluasi

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

2. BIDANG

a. Data

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

b. Analisa

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

c. Evaluasi

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

3. BIDANG

.................................................. dst .................................................

III. KESIMPULAN SARAN

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

IV. PENUTUP

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmm, Mmmmmmm 2000
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NAMA JELAS

Pangkat

NIP
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LAPORAN

MMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMM

II. PENDAHULUAN

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

III. 1. ISI LAPORAN

a. Data

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

b. Analisa

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

c. Evaluasi

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

2. BIDANG

a. Data

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

b. Analisa

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

c. Evaluasi

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

3. BIDANG

.................................................. dst .................................................

IV. KESIMPULAN SARAN

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

V. PENUTUP

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmm, Mmmmmmm 2000

an. NAMA JABATAN ESELON II

NAMA JABATAN ESELON III

NAMA JELAS

Pangkat

NIP
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LAPORAN

MMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMM

II. PENDAHULUAN

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

III. 1. ISI LAPORAN

a. Data

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

b. Analisa

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

c. Evaluasi

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

2. BIDANG

a. Data

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

b. Analisa

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

c. Evaluasi

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

3. BIDANG

.................................................. dst .................................................

IV. KESIMPULAN SARAN

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

V. PENUTUP

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmm, Mmmmmmm 2000

an. NAMA JABATAN ESELON III

NAMA JABATAN ESELON IV

NAMA JELAS

Pangkat

NIP

5. Bentuk/Model NASKAH DINAS LAPORAN.

R. REKOMENDASI.

1. Pengertian.

Rekomendasi adalah Naskah Dinas yang berisikan keterangan/penjelasan untuk mendukung sesuatu hal yang ada hubungannya dengan kebijakasanaan pimpinan.

2. Susunan

a. Rekomendasi terdiri atas :

1) Kepala Rekomendasi.

2) Isi Rekomendasi.

3) Bagian akhir Rekomendasi.

b. Kepala Rekomendasi terdiri atas :

1) Tulisan “Rekomendasi” ditempatkan ditengah-tengah isi naskah.

2) Nomor dan Tahun  ditempatkan dibawah tulisan Rekomendasi.

3) Tulisan “Tentang”.

4) Nama/Judul Rekomendasi.

c. Isi Rekomendasi dirumuskan dalam bentuk uraian.

d. Bagian akhir Rekomendasi terdiri atas :

1) Nama Tempat , Tanggal, Bulan dan Tahun .

2) Nama Jabatan pembuat Rekomendasi.

3) Tanda tangan pejabat.

4) Nama jelas, Pangkat dan NIP.

5) Stempel jabatan/instansi.

3. Penandatanganan .

Rekomendasi yang ditandatangani oleh :

a. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;

b. Pejabat Eselon I atas wewenang jabatannya;

c. Pejabat Eselon II atas wewenang jabatannya.

4. Model.

Model Rekomendasi yang ditandatangani oleh pejabat eselon I dan pejabat eselon II tertera pada halaman berikut ini.

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

REKOMENDASI

NOMOR .....................

TENTANG

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMM

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

a. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

b. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmm, ................ 2000

     MENTERI DALAM NEGERI

DAN OTONOMI DAERAH,

NAMA JELAS
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REKOMENDASI

NOMOR .....................

TENTANG

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMM

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

a. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

b. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmm, ................ 2000

     an. MENTERI DALAM NEGERI

DAN OTONOMI DAERAH

NAMA JABATAN ESELON I

NAMA JELAS
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MMMMMMMMMMMMMMMMM

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

a. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

b. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmm, ................ 2000

     NAMA JABATAN ESELON I

NAMA JELAS
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REKOMENDASI

NOMOR .....................

TENTANG

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMM

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

a. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

b. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmm, ................ 2000

     an. NAMA JABATAN ESELON I

NAMA JABATAN ESELON II

NAMA JELAS

Pangkat

NIP
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REKOMENDASI

NOMOR .....................

TENTANG

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMM

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

a. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

b. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmm, ................ 2000

NAMA JABATAN ESELON II

NAMA JELAS

Pangkat

NIP

S. SURAT PENGANTAR.

1. Pengertian.

Surat Pengantar adalah daftar yang dipergunakan sebagai pengantar untuk mengantar suatu Naskah atau barang dan seabgainya yang pada umumnya tidak memerlukan penjelasan.

2. Susunan

a. Surat Pengantar terdiri atas :

1) Kepala Surat Pengantar.

2) Isi Surat Pengantar.

3) Bagian akhir Surat Pengantar.

b. Kepala Surat Pengantar terdiri atas :

1) Nomor.

2) Pejabat/Alamat yang dituju.

3) Tulisan “Surat Pengantar” ditempatkan ditengah lembar isi naskah.

c. Isi Surat Pengantar terdiri atas:

1) Kolom nomor urut;

2) Kolom jenis yang dikirim;

3) Kolom banyaknya naskah/barang dan sebagainya;

4) Kolom keterangan.

d. Bagian akhir Surat Pengantar terdiri atas :

1) Nama Tempat.

2) Tanggal, bulan dan tahun;

3) Nama jabatan pembuat pengantar.

4) Tanda tangan.

5) Nama jabatan dan NIP.

6) Stempel jabatan/instansi;

7) Penerimaan.

3. Penandatanganan .

Surat Pengantar yang ditandatangani oleh :

a. Pejabat Eselon III atas wewenang jabatannya;

b. Pejabat Eselon IV atas wewenang jabatannya.

4. Model.

Model Surat Pengantar yang ditandatangani oleh pejabat eselon III dan pejabat eselon IV tertera pada halaman berikut ini.
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Kepada,

Yth. Mmmmmmmmmmmmm

        Mmmmmmmmmmmmm


di-


     MMMMMMMM

SURAT PENGANTAR

NOMOR : ..................

No.
Jenis yang dikirim
Banyaknya 
Keterangan 






Diterima tanggal .......




Mmmmmm, mmmmmm 2000

Yang Menerima




NAMA JABATAN ESELON III

NAMA JELAS





NAMA JELAS
Pangkat 






Pangkat

NIP







NIP 
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Kepada,

Yth. Mmmmmmmmmmmmm

        Mmmmmmmmmmmmm


di-


     MMMMMMMM

SURAT PENGANTAR

NOMOR : ..................

No.
Jenis yang dikirim
Banyaknya 
Keterangan 






Diterima tanggal .......




Mmmmmm, mmmmmm 2000

Yang Menerima




NAMA JABATAN ESELON IV

NAMA JELAS





NAMA JELAS
Pangkat 






Pangkat

NIP







NIP 

5. Bentuk/Model NASKAH DINAS SURAT PENGANTAR
T. TELEGRAM.

1. Pengertian.

Telegram adalah Naskah Dinas berisi berita singkat yang penyelesaiannya dengan capat, menggunakan kata-kata singkat dan jelas yang dikirim melalui telekomunikasi elektronik.

2. Susunan

a. Telegram terdiri atas :

1) Kepala Berita Telegram.

2) Isi Berita Telegram.

3) Bagian akhir Berita Telegram.

b. Kepala Telegram terdiri atas :

1) Pejabat yang mengirim berita berikut pangkat dan NIP.

2) Pejabat/alamat yang dituju.

3) Tembusan.

c. Isi Telegram terdiri atas:

1) Klasifikasi;

2) Nomor;

3) Uraian isi berita dirumuskan dalma kalimat singkat dan jelas;

4) Singkatan tiitel;

5) Tanggal, buland aparatur Negara tahun.

d. Bagian akhir Telegram terdiri atas :

1) Nama pejabat yang mengirim;

2) Nama jabatan yang mengirim.

3) Tanda tangan pejabat yang mengirim.

3. Penandatanganan .

Telegram yang ditandatangani oleh :

a. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

b. Pejabat Eselon I atas wewenang jabatannya;

c. Pejabat Eselon II atas wewenang jabatannya.

4. Model.

Model Telegram yang ditandatangani oleh  Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan pejabat eselon I dan pejabat eselon II tertera pada halaman berikut ini.

5. Cara Pengiriman.

Pengiriman Telegram dilaksanakan dengan menggunakan telekomunikasi elektronik.
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FORMULIR BERITA

Registrasi No. : ...........................

PANGGILAN
JENIS
NOMOR
DERAJAT








DARI                 : MMMMMMMMMMMMMMMMM

UNTUK            : MMMMMMMMMMMMMMMMM

TEMBUSAN    : MMMMMMMMMMMMMMMMM


KLASIFIKASI
: SEGERA

Nomor


: ..............................................



AAA TTK
MMMMMMMMMMMM KMA MMMMMMMMMMM





MMMMMMMMMMMM TTK



BBB TTK
MMMMMMMMMMMM KMA MMMMMMMMMMM





MMMMMMMMMMMM TTK



CCC TTK
DSTNYA TTK HBS

Tanggal waktu pembuatan ..........................

Pengirim           :

Nama                :

Jabatan             :

Tanda tangan    :


No. Kode
Waktu 
Lalu Lintas
Paraf Operator



Terima 
Kirim 










6. Bentuk/Model NASKAH DINAS TELEGRAM
U. BERITA ACARA.

1. Pengertian.

Berita Acara adalah Naskah Dinas berisi pernyataan yang bersifat pengesahan atas sesuatu kejadian, peristiwa, perubahan status dan lain-lain bagi suatu permasalahan baik berupa perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian kebijaksanaan pimpinan.

2. Susunan

a. Berita Acara terdiri atas :

1) Kepala Berita Acara.

2) Isi Berita Acara.

3) Bagian akhir Berita Acara.

b. Kepala Berita Acara terdiri atas :

1) Tulisan “Berita Acara” ditempatkan ditengah lembar naskah;

2) Nomor Berita Acara;

3) Nama Berita Acara.

c. Isi Berita Acara dirumuskan dalam bentuk uraian yang didalamnya dicantumkan:

1) Tempat, Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun .

2) Nama , NIP, Pangkat/Golongan dan alamat.

3) Permasalahan pokoknya.

d. Bagian akhir Berita Acara terdiri atas :

1) Nama tempat, tanggal, bulan dan tahun;

2) Tulisan “Pihak” yang terlibat dalam Berita Acara.

3) Tanda tangan pihak yang terlibat dalam Berita Acara.

4) Nama jelas pihak pejabat yang terlibat dalam Berita Acara.

5) Stempel jabatan/instansi.

6) Tulisan “Dilakukan dihadapan .... (siapa yang menyaksikan Berita Acara tersebut).

7) Tanda tangan yang menyaksikan.

8) Tulisan “Dekimian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap .......”.

3. Penandatanganan .

Berita Acara yang ditandatangani oleh :

a. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

b. Pejabat Eselon I atas wewenang jabatannya;

c. Pejabat Eselon II atas wewenang jabatannya.

4. Model.

Model Berita Acara yang ditandatangani oleh  Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan pejabat eselon I dan pejabat eselon II tertera pada halaman berikut ini.
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BERITA ACARA

NOMOR : ..........

TENTANG

Pada hari ini tanggal mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm kami masing-masing:

1. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm yang selanjutnya disebut Pihak I. (memuat nama, NIP, pangkat/Golongan , Jabatan dan alamat)

2. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm yang selanjutnya disebut Pihak II.

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap ........ untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mmmmmmmm, ................... 2000

Pihak ke II





Pihak Ke I








MENTERI DALAM NEGERI 








DAN OTONOMI DAERAH

NAMA JELAS





NAMA JELAS

Pangkat

NIP.


Dilakukan dihadapan,


NAMA JELAS


Pangkat


NIP
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BERITA ACARA

NOMOR : ..........

TENTANG

Pada hari ini tanggal mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm kami masing-masing:

1. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm yang selanjutnya disebut Pihak I. (memuat nama, NIP, pangkat/Golongan , Jabatan dan alamat)

2. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm yang selanjutnya disebut Pihak II.

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap ........ untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mmmmmmmm, ................... 2000

Pihak ke II





Pihak Ke I








an. MENTERI DALAM NEGERI 








DAN OTONOMI DAERAH








NAMA JABATAN ESELON I

NAMA JELAS





NAMA JELAS

Pangkat

NIP.


Dilakukan dihadapan,


NAMA JELAS


Pangkat


NIP
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Pada hari ini tanggal mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm kami masing-masing:

1. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm yang selanjutnya disebut Pihak I. (memuat nama, NIP, pangkat/Golongan , Jabatan dan alamat)

2. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm yang selanjutnya disebut Pihak II.

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap ........ untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mmmmmmmm, ................... 2000

Pihak ke II





Pihak Ke I








NAMA JABATAN ESELON I

NAMA JELAS





NAMA JELAS

Pangkat






Pangkat

NIP.







NIP.


Dilakukan dihadapan,


NAMA JELAS


Pangkat


NIP
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BERITA ACARA

NOMOR : ..........

TENTANG

Pada hari ini tanggal mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm kami masing-masing:

1. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm yang selanjutnya disebut Pihak I. (memuat nama, NIP, pangkat/Golongan , Jabatan dan alamat)

2. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm yang selanjutnya disebut Pihak II.

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap ........ untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mmmmmmmm, ................... 2000

Pihak ke II





Pihak Ke I








NAMA JABATAN ESELON II

NAMA JELAS





NAMA JELAS

Pangkat






Pangkat

NIP.







NIP.


Dilakukan dihadapan,


NAMA JELAS


Pangkat


NIP

5. Bentuk/Model NASKAH DINAS BERITA ACARA.

V. NOTULEN.

1. Pengertian.

Notulen adalah Naskah Dinas yang memuat catatan jalannya kegiatan sidang, rapat, mulai dari acara pembukaan, pembahasan masalah sampai dengan pengambilan keputusan serta penutupan.

2. Susunan

a. Notulen terdiri atas :

1) Kepala Notulen.

2) Isi Notulen.

3) Bagian akhir Notulen.

b. Kepala Notulen terdiri atas tulisan “Notulen”.

c. Keterangan tentang Notulen Sidang/Rapat terdiri atas:

1) Nama Sidang/Rapat;

2) Hari, tanggal;

3) Jam sidang/rapat;

4) Tempat;

5) Acara;

6) Pimpinan sidang;

7) Ketua/Wakil Ketua;

8) Sekretaris

9) Pencatat;

10) Peserta Sidang/Rapat.

d. Isi Notulen terdiri atas:

1) Kata Pembukaan;

2) Pembahasan;

3) Pembacaan Keputusan;

4) Jam Penutup.

e. Bagian akhir Notulen terdiri atas :

1) Nama jabatan;

2) Tanda tangan;

3) Nama pejabat , pangkat dan NIP.

3. Penandatanganan dan Penggunaan Kop Naskah Dinas.

A. Notulen yang ditandatangani oleh Pejabat di Lingkungan DEPARTEMEN Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas.

B. Notulen yang ditandatangani oleh Pejabat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Komponen yang bersangkutan.

C. Notulen ditandatangani oleh:

1) Ketua/Wakil Ketua;

2) Sekretaris;

3) Pencatat yang ditunjuk.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

NAMA KOMPONEN

Alamat Seperti: Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7-JAKARTA 10110


NOTULEN

SIDANG/RAPAT

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Hari/Tanggal


: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Jam Panggilan


: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Jam Sidang/rapat

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Acara



: 1. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm





  2. dst mmmmmmmmmmmmmmmmmm





  3. Penutup.

PIMPINAN SIDANG/RAPAT

Ketua



: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Sekretaris


: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Pencatat


: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Peserta sidang/rapat

: 1. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm





  2. dst.

KEGIATAN SIDANG/RAPAT : 1. Mmmmmmmmmmmmmmmmmm





      2. dst.

1. Kata Pembukaan

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

2. Pembahasan

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

3. Keputusan 

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmm

PIMPINAN SIDANG/RAPAT

NAMA JABATAN III

NAMA JELAS

Pangkat

NIP.
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NOTULEN

SIDANG/RAPAT

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Hari/Tanggal


: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Jam Panggilan


: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Jam Sidang/rapat

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Acara



: 1. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm





  2. dst mmmmmmmmmmmmmmmmmm





  3. Penutup.

PIMPINAN SIDANG/RAPAT

Ketua



: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Sekretaris


: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Pencatat


: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Peserta sidang/rapat

: 1. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm





  2. dst.

KEGIATAN SIDANG/RAPAT : 1. Mmmmmmmmmmmmmmmmmm





      2. dst.

1. Kata Pembukaan

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

2. Pembahasan

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

3. Keputusan 

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmm

PIMPINAN SIDANG/RAPAT

NAMA JABATAN IV

NAMA JELAS

Pangkat

NIP.

4. Bentuk/Model NASKAH DINAS NOTULEN.

W. DAFTAR HADIR.

1. Pengertian.

a. Daftar Hadir adalah Naskah Dinas yang dipergunakan untuk mencatat dan mengetahui kehadiran seseorang.

b. Daftar Hadir terdiri atas :

1) Daftar Hadir yang didalamnya sudah dicantumkan nama-nama orang yang akan hadir;

2) Daftar hadir yang didalamnya belum dicantumkan nama-nama orang yang akan hadir.

c. Daftar hadir dirumuskan dalam dua bentuk :

1) Daftar hadir untuk keperluan sidang;

2) Daftar Hadir untuk masuk dan keperluan kerja.

2. Susunan

a. Daftar Hadir terdiri atas :

1) Kepala Daftar Hadir.

2) Isi Daftar Hadir.

3) Bagian akhir Daftar Hadir.

b. Kepala Daftar Hadir terdiri atas :

1) Tulisan “Daftar Hadir” ditempatkan ditengah-tengah lembar naskah.

2) Tempat, Hari, Tanggal, Jam dan Acara ditulis dibawah tulisan Daftar Hadir sebelah kanan.

c. Isi Daftar Hadir terdiri atas:

1) Kolom nomor urut;

2) Kolom nama;

3) Kolom jabatan/instansi;

4) Kolom tanda tangan/paraf;

5) Kolom keterangan;

6) Untuk daftar hadir masuk Kantor (kerja) dilengkapi dengan kolom tanggal dalam satu bulan yang terbagi atas kolom paraf masuk pagi dan siang.

d. Bagian akhir Daftar Hadir terdiri atas :

1) Nama tepat;

2) Tanggal, Bulan dan Tahun .

3) Nama jabatan penanggung jawab pejabat yang bertanggung jawab atas kegiatan).

4) Tanda tangan Pejabat penanggung jawab.

5) Nama, pangkat dan NIP Pejabat penanggung jawab.

3. Penandatanganan dan Penggunaan Kop Naskah Dinas.

a. Daftar Hadir  masuk kantor dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas komponen yang bersangkutan.

b. Daftar Hadir  untuk rapat-rapat dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Komponen yang bersangkutan.

c. Daftar Hadir yang ditandatangani oleh pejabat penanggung jawab.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

NAMA KOMPONEN

Alamat Seperti: Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7-JAKARTA 10110


DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT

Hari

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Tanggal
: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Jam

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Tempat
: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Acara

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

NO.
NAMA
JABATAN/ PANGKAT
TANDA TANGAN
KET

1.

2.

3.

dst.





Mmmmm, mmmmmmmm 2000

NAMA JABATAN PIMPINAN/

PENANGGUNG JAWAB

PENYELENGGARAAN RAPAT

NAMA JELAS

Pangkat 

NIP.

d. Daftar Hadir tidak perlu dibubuhi stempel instansi.

4. Bentuk/Model NASKAH DINAS DAFTAR HADIR.

X. PIAGAM.

1. Pengertian.

Piagam adalah surat tanda bukti seseorang telah mengikuti kegiatan atau tanda penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah diwujudkan.

2. Susunan

a. Piagam terdiri atas :

1) Kepala Piagam.

2) Isi Piagam.

3) Bagian akhir Piagam.

b. Kepala Piagam terdiri atas :

1) Tulisan “Piagam Penghargaan” .

2) Tulisan “Nomor”.

c. Isi Piagam terdiri atas:

1) Uraian berisikan pejabat yang memberikan penghargaan.

2) Nama, tempat/tanggal lahir, NIP/NRP, jabatan dan instansi.

3) Uraian kegiatan yang telah diikuti termasuk waktu kegiatan dan tempat atau prestasi keteladanan yang telah dicapai atau diwujudkan.

d. Bagian akhir Piagam terdiri atas :

1) Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun .

2) Nama jabatan dan instansi.

3) Nama jelas.

3. Penandatanganan

Piagam ditandatangani :

1) Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;

2) Pejabat Eselon I atas nama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor :

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH Dengan ini memberikan penghargaan kepada :

Nama



: Mmmmmmmmmmmmmmmm

Tempat/Tanggal Lahir
: Mmmmmmmmmmmmmmmm

NIP/NRP


: 000000000/0000

Jabatan



: Mmmmmmmmmmmmmmmm

Instansi


: Mmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
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MENTERI DALAM NEGERI

DAN OTONOMI DAERAH

NAMA JELAS

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor :

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH Dengan ini memberikan penghargaan kepada :

Nama



: Mmmmmmmmmmmmmmmm

Tempat/Tanggal Lahir
: Mmmmmmmmmmmmmmmm

NIP/NRP


: 000000000/0000

Jabatan



: Mmmmmmmmmmmmmmmm

Instansi


: Mmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmm, mmmmmmmmm 2000

an.MENTERI DALAM NEGERI

DAN OTONOMI DAERAH

NAMA JABATAN ESELON I

NAMA JELAS

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor :

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH Dengan ini memberikan penghargaan kepada :

Nama



: Mmmmmmmmmmmmmmmm

Tempat/Tanggal Lahir
: Mmmmmmmmmmmmmmmm

NIP/NRP


: 000000000/0000

Jabatan



: Mmmmmmmmmmmmmmmm

Instansi


: Mmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmm, mmmmmmmmm 2000

NAMA JABATAN ESELON I

NAMA JELAS

4. Bentuk/Model NASKAH DINAS PIAGAM.

Y. SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN.

1. Pengertian.

Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan disingkat STTPL adalah suatu naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, STTPL untuk kursus penjenjangan dan kursus Teknis Fungsional.

2. Susunan

a. STTPL terdiri atas :

1) Bagian Kepala.

2) Bagian isi; dan

3) Bagian akhir.

b. Bagian Kepala terdiri atas :

a. Kode disudut bagian atas kanan.

b. Tulisan “Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan”.

c. Tulisan “Nomor”.

c. Isi STTPL terdiri atas:

1) Uraian berisikan pejabat yang memberikan STTPL.

2) Nama, tempat/tanggal lahir, NIP/NRP, jabatan dan instansi.

3) Pernyataan lulus mengikuti jenis pendidikan dan pelatihan.

4) Dibagian tengah terdapat transparan lambang negara.

d. Bagian akhir STTPL terdiri atas :

A. Dibagian sebelah kanan

1) Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun .

2) Nama jabatan dan instansi.

3) Nama jelas.

B. Dibagian Tengah

Foto Peserta DIKLAT dengan cap Instansi dibagian sebelah kanan.

C. Dibagian sebelah kiri :

1) Nama jabatan dan instansi.

2) Tanda tangan.

3) Nama jelas.

4) NIP.

5) Stempel Instansi.

D. Dibagian belakang

1) Daftar pelajaran.

2) Mata pelajaran

3) Tempat, tanggal, bulan dan tahun

4) Kepala Instansi penyelenggaraan

5) Tanda tangan

6) Nama jelas dan

7) NIP

3. Penandatanganan

STTPL ditandatangani :

1) Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;

2) Kepala Badan Pendidikan dan pelatihan.

3) Pejabat Kepala Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.

4. Model STTPL untuk pendidikan dan pelatihan sebagaimana tertera pada halaman berikut ini.

5. Bantuk/Model STTPL

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Nomor :

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor ...... Tahun ...... menyatakan bahwa :

Nama



: Mmmmmmmmmmmmmmmm

Tempat/Tanggal Lahir
: Mmmmmmmmmmmmmmmm

NIP/NRP


: 000000000/0000

Pangkat/Golongan

: Mmmmmmmmmmmmmmmm

Jabatan



: Mmmmmmmmmmmmmmmm

Instansi


: Mmmmmmmmmmmmmmmm

TELAH LULUS
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MENTERI DALAM NEGERI

DAN OTONOMI DAERAH

NAMA JELAS

Pas Photo

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Nomor :

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor ...... Tahun ...... menyatakan bahwa :

Nama



: Mmmmmmmmmmmmmmmm

Tempat/Tanggal Lahir
: Mmmmmmmmmmmmmmmm

NIP/NRP


: 000000000/0000

Pangkat/Golongan

: Mmmmmmmmmmmmmmmm

Jabatan



: Mmmmmmmmmmmmmmmm

Instansi


: Mmmmmmmmmmmmmmmm

TELAH LULUS

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
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an. MENTERI DALAM NEGERI

DAN OTONOMI DAERAH

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NAMA JELAS

Pas Photo

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Nomor :

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor ...... Tahun ...... menyatakan bahwa :

Nama



: Mmmmmmmmmmmmmmmm

Tempat/Tanggal Lahir
: Mmmmmmmmmmmmmmmm

NIP/NRP


: 000000000/0000

Pangkat/Golongan

: Mmmmmmmmmmmmmmmm

Jabatan



: Mmmmmmmmmmmmmmmm

Instansi


: Mmmmmmmmmmmmmmmm

TELAH LULUS

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
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KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NAMA JELAS

Pas Photo

DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

NAMA KOMPONEN

Alamat Seperti : jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7-JAKARTA 10110

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Nomor :

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor ...... Tahun ...... menyatakan bahwa :

Nama



: Mmmmmmmmmmmmmmmm

Tempat/Tanggal Lahir
: Mmmmmmmmmmmmmmmm

NIP/NRP


: 000000000/0000

Pangkat/Golongan

: Mmmmmmmmmmmmmmmm

Jabatan



: Mmmmmmmmmmmmmmmm

Instansi


: Mmmmmmmmmmmmmmmm

TELAH LULUS

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
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an. KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KEPALA PUSAT PEMBINAAN

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NAMA JELAS

PANGKAT

NIP

Pas Photo

Z. MEMO

1. Pengertian.

Memo adalah suatu naskah dinas yang materinya mengandung pemberitahuan atas sesuatu permasalahan yang dapat digunakan oleh atasan kepada bawahan atau antar pejabat setingkat.

2. Susunan

a. Memo terdiri atas :

1) Kepala Memo.

2) Isi Memo.

3) Bagian akhir Memo.

b. Kepala Memo terdiri atas :

1) Tulisan “Memo” ditempatkan ditengah lembar isi naskah.

2) Nama pengirim Memo, ditempatkan disebelah kiri atas Naskah Dinas.

3) Nama pejabat dan alamat yang dituju ditempatkan disebelah bawah nama pengirim.

c. Isi Memo memuat pemberitahuan atas sesuatu permasalahan.

d. Bagian akhir Memo terdiri atas tanda tangan dan pembuat Memo.

3. Penandatanganan dan Penggunaan Kop Naskah Dinas.

a. Memo dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan :

1) Kop Naskah Dinas Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah bagi Memo yang dipergunakan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan Lambang Negara berwarna kuning emas.

2) Kop Naskah Dinas Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah bagi Memo yang dipergunakan oleh Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan Lambang Negara Berwarna Hitam.

3) Kop Naskah Dinas Komponen bagi Memo yang dipergunakan oleh Pejabat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah yang bersangkutan.

b. Memo diparaf atau ditandatangani oleh pembuat Memo.

c. Memo tidak dibubuhi tandatangan.

d. Pembuatan Memo dapat diketik atau cukup ditulis tangan.

4. Bantuk/Model NASKAH DINAS MEMO.

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

MEMO

Dari
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Kepada
: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm


ISI
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MEMO
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ESELON I

Tanda tangan atau paraf

DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Alamat ........... Nomor .......... Telepon .............


MEMO

Dari
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Kepada
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ISI
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NAMA JABATAN

ESELON II

Tanda tangan atau paraf

DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Alamat ........... Nomor .......... Telepon .............


MEMO

Dari

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Kepada
: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

ISI
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NAMA JABATAN

ESELON III

Tanda tangan atau paraf

MENTERI DALAM NEGERI

DAN OTONOMI DAERAH,
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LAMPIRAN II : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

DAN OTONOMI DAERAH

NOMOR
: 25 TAHUN 2001

TANGGAL
: 20 JULI 2001

MODEL, UKURAN DAN ISI KOP NASKAH DINAS

A. Perbandingan ukuran huruf Kop Naskah Dinas adalah 2 : 3 yaitu :

1. Ukuran Huruf “2” untuk tulisan nama komponen dan alamat

2. Ukuran huruf “3” untuk tulisan nama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atau Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

B. Bentuk dan Isi Kop Naskah Dinas seperti pada contoh berikut :

Contoh 1 : KOP NASKAH DINAS MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH


MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

REPUBLIK INDONESIA


Contoh 2 : KOP NASKAH DINAS MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH


DEPARTEMEN  DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

REPUBLIK INDONESIA


Contoh 3 : KOP NASKAH DINAS MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH


DEPARTEMEN  DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL 

Jalan ......... Nomor .......... Telepon ............ 


DEPARTEMEN  DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL 

Jalan ......... Nomor .......... Telepon ............ 


DEPARTEMEN  DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

INSPEKTORAT JENDERAL  

Jalan ......... Nomor .......... Telepon ............ 


DEPARTEMEN  DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KESATUAN BANGSA 

Jalan ......... Nomor .......... Telepon ............ 


DEPARTEMEN  DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

BADAN PERTANAHAN NASIONAL 

Jalan ......... Nomor .......... Telepon ............ 


DEPARTEMEN  DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  

Jalan ......... Nomor .......... Telepon ............ 


DEPARTEMEN  DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH 

Jalan ......... Nomor .......... Telepon ............ 


DEPARTEMEN  DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH 

Jalan ......... Nomor .......... Telepon ............ 


DEPARTEMEN  DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL UMUM PEMERINTAHAN 

Jalan ......... Nomor .......... Telepon ............ 


DEPARTEMEN  DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

Jalan ......... Nomor .......... Telepon ............ 


LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

DAN OTONOMI DAERAH

NOMOR
: 25 TAHUN 2001

TANGGAL 
: 18 JULI 2001


A. ASAS TATA NASKAH DINAS

Tata Naskah Dinas dilaksanakan untuk memperhatikan asas-asas sebagai berikut:

1. Asas Keamanan

Pada dasarnya semua naskah dinas bersifat tertutup, sehingga kerahasiaan isinya harus tetap terjaga. Oleh karena itu, para pejabat dan petugas yang terkait dengan tata naskah dinas tidak dibenarkan memberikan informasi kepad ayang tidak berkepentingan, baik secara tertulis maupun secara lisan.

2. Asas Pembakuan

Naskah Dinas hendaknya dibuat atau disusun menurut tata naskah dinas yang telah ditetapkan.

3. Asas Pertanggungjawaban

Secara administrasi, naskah dinas hendaknya dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi isi format maupun dari prosedurnya. Pada hakekatnya asas ini mendasari pemikiran bahwa diikutinya kaidah tata naskah dinas, terkait dengan fungsi dan kewenangan pejabat yang menandatangani naskah dinas tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Asas Kecapatan

Guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi satuan kerja dan atau satuan organisasi, semua kegiatan naskah dinas harus harus dapat diselesaikan secara terkendali. Penegasan tentang tingkat pengendalian pemrosesan naskah dinas dinyatakan secara tertulis saat penyampaian.

5. Asas Ketepatan

Tugas dan fungsi satuan kerja dan atau satuan organisasi, dalam proses penyaluran naskah dinas harus tepat dan terkendali agar dapat penyelesaian tindak lanjut.

6. Asas Keterkaitan

Tata naskah dinas sebagai bagian dari administrasi dan mempunyai keterkaitan dengan administrasi kearsipan. Dengan demikian seluruh kegiatan tata naskah dinas merupakan bagian integral dari tatalaksana kearsipan.

B. SIFAT TATA NASKAH DINAS

1. Keaslian Tata Naskah Dinas

a. Tingkat keaslian dilihat dari kadar keabsahan dan aspek legalitasnya dapat dibedakan atas asli, tembusan, salinan dan petikan.

1) Asli

Asli adalah lembaran yang ditujukan kepada unit kerja sebagaimana tercantum pada alamat yang dituju pada Kepala Surat atau lembaran yang dinyatakan sebagai asli.

2) Tembusan

Tembusan merupakan lembaran penyampaian informasi kepada unit kerja yang mempunyai keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan informasi surat sebagaimana dikomunikasikan instansi yang terdapat di kepala surat. Pada dasarnya tembusan adalah lembaran yang terkena karbon atau alat kopi lainnya dan dapat pula lembaran serupa yang dinyatakan sebaga tembusan selain istilah tembusan ini sering pula digunakan kata tindasan atau cc (carbon copy) yang digunakan untuk surat-surat dalam bahasa Inggris atau surat-surat intern.

3) Salinan

Salinan adalah lembaran hasil penggandaan yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. Selain istilah salinan ini sering pula digunakan kata turunan.

4) Petikan

Petikan adalah lembar berisi beberapa bagian/kalimat/hal yang diambil dari surat asli dan dilagalisasi oleh pejabat yang berwenang. Selain istilah petikan ini sering pula digunakan kata kutipan.

b. Hal-hal yang perlu diperhatikan

1) untuk setiap surat terlebih dahulu dibuat rancangan konsep surat oleh staf atau pejabat yang bersangkutan yang kemudian diperiksa dan disetujui oleh pejabat yang terkait dan atau oleh pejabat yang akan menetapkan dan berwenang menandatangani surat tersebut. Konsep tersebut sebaiknya disimpan sebagai bukti bahwa surat telah diperiksa dan disetujui sesuai dengan konsepnya.

2) Konsep surat tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sederhana, jelas, dan lengkap serta mengindahkan tata krama dalam berkomunikasi.

3) Tembusan, salinan dan petikan surat perlu dikendalikan atas seluruh proses kegiatannya sehingga dilihat dari segi pembuatan dan penyebarannya lebih berdaya guna dan berhasil guna.

4) Unit kerja pencipta harus menyimpan tembusan surat yang dibuatnya.

5) Tembusan surat harus dibuat dalam jumlah sehemat mungkin sesuai dengan  kebutuhan.

2. Bobot Informasi

Dilihat dari bobot informasi, surat dapat dibagi menjadi surat penting dan surat biasa.

a. Surat Penting

Surat Penting ialah surat yang isinya mengandung hal-hal yang ebrsifat strategis, kebijaksanaan dan operasional.

b. Surat Biasa

Surat Biasa ialah surat yang isinya mengadung hal-hal yang bersifat rutin.

3. Pengamanan Informasi

Dilihat dari pengamanan informasi, surat dapat dibagi menjadi sangat rahasia, rahasia, terbatas dan biasa.

a. Sangat Rahasia

Surat sangat rahasia adalah surat yang informasinya membutuhkan tingkat pengamanan yang tertinggi. Tingkat pengamanan informasi surat erat hubungannya dengan keamanan dan keselamatan negara serta hanya boleh diketahui oleh pejabat yang berhak menerima.

b. Rahasia

Surat rahasia adalah surat yang informasinya membutuhkan pengamanan tinggi. Tingkat pengamanan informasi erat hubungannya dengan keamanan kedinasan dan hanya boleh diketahui oleh pejabat yang berwenang atau yang ditunjuk.

c. Terbatas

Surat terbatas adalah surat yang informasinya membutuhkan pengamanan. Tingkat pengamanan informasi surat erat hubungannya dengan tugas khusus kedinasan dan hanya boleh diketahui oleh pejabat yang berwenang atau yang ditunjuk.

d. Biasa

Surat biasa adalah surat yang tidak memerlukan pengamanan khusus.

4. Penyampaian Tata Naskah Dinas

Kecepatan penyampaian Tata Naskah Dinas dapat dibagi menjadi sangat segera, segera dan biasa.

a. Sangat Segera

Sangat segera adalah penyampaian surat yang harus segera dilakukan pada hari yang sama dengan waktu penandatanganan surat.

b. Segera

Segera adalah penyampaian surat yang harus dilakukan secepat mungkin setelah ditandatangani.

c. Biasa

Biasa adalah penyampaian surat yang dilakukan sesuai jadual pengiriman yang ada.
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